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Ø Kemurnian cinta justru ada ketika kita tidak takut untuk kehilangannya, 
pembuktian cinta jusrtu ada hanya dalam jalannya masa, dan cinta yang 
sebenarnya justru adalah ketika kita tidak harus memilikinya. Nikmatilah 
cinta selagi engkau bisa, teguklah alirannya yang halus dan 
menghanyutkan, tetapi sesekali lagi relakan dia pergi kapanpun dia 
menghendaki.  
Ø Seseorang yang kita pikir adalah milik kita ternyata dia bukan benar-benar 
milik kita. Kita memiliki hatinya, cintanya, raganya dan tubuhnya tapi kita 
tak akan pernah memiliki jalan hidupnya.  
Ø Hidup adalah pilihan, KEBAHAGIAN adalah saat kita mau berusaha 
berbagi suka, duka, tawa, canda, BAHAGIA, adalah saat kita mau dan 
mampu mensyukuri apa yang kita dapat dan alami, kita lihat, dengar dan 
rasakan. MENJADI DEWASA bukan hanya karena umur, tetapi karena 
pengetahuan, nikmat, kesabaran, kerendahan hati dan setia.  
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       Penelitian Hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai alasan 
pengajuan kasasi terhadap Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam perkara 
pelanggaran HAM berat oleh anggota kepolisian selain itu juga mengetahui hal-
hal yang  menjadi dasar permohonan kasasi kejaksaan Agung RI terhadap putusan 
bebas perkara pidana pelanggaran HAM berat dengan terdakwa Kombes Polisi 
Drs. Daud Sihombing, SH. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah 
Agung dalam memeriksa dan memutus Permohonan Kasasi Kejaksaan Agung RI 
terhadap kasus putusan bebas perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa 
Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing, SH.  
    Dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang 
dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. Dalam penyusunan penelitian 
ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). 
Jenis data yang dipergunakan dalam  penelitian ini berupa data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang  dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan silogisme deduktif dengan 
metode: interpretas gramatikal dan interpretasi sistematis.  
       Berdasarkan penelitian menyimpulkan bahwa Alasan pengajuan Kasasi  
Kejaksaan Agung RI terhadap Putusan Bebas perkara Pidana Pelanggaran HAM 
dengan Terdakwa Kombes Polisi Drs. Daud Sihombing, SH adalah bahwa 
Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah 
menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara “tidak menerapkan 
peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” 
(Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yakni Majelis Hakim keliru menafsirkan 
tentang “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Pertimbangan Hakim MA dalam 
Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap 
Putusan Bebas Perkara Pidana Pelanggaran HAM dengan Terdakwa Kombes 
Polisi Drs. Daud Sihombing, SH bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh 
Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah  
menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat 
penghargaan tentang suatu kenyataan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa 
ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut 
merupakan pembebasan yang tidak murni. Keputusan dinyatakan tidak dapat 
diterima dan terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat 
peradilan dibebankan kepada Negara.  
Kata kunci: Pengajuan Kasasi, Putusan Mahkamah Agung, Peraturan HAM.  
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ABSTRACT 
Galuh Rina Novitasari, 2010. AN ANALYSIS ON APPEAL TO THE SUPREME 
COURT FILING AGAINST THE AD HOC HUMAN RIGHTS COURT’S 
DECISION IN SEVERE HUMAN RIGHT BREACH CASE BY THE 
INDONESIAN REPUBLIC’S POLICE OFFICERS. Law Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret University. 2010. 
This law research studies and address the problem concerning the appeal-
to-the Supreme Court filing against the ad hoc human rights court’s decision in 
severe human right breach case by the Indonesian Republic’s police officers in 
addition also find out the rationale of appeal-to-the supreme office of the counsel 
for prosecution of Indonesian Republic against the decision of freedom in the 
severe human right breach criminal cases with the accused Kombes Polisi Drs. 
Daud Sihombing, SH. In order to find out the Supreme Court judge’s rationale in 
examining and deciding the appeal-to-the Supreme Court filing against the 
decision of freedom in the severe human right breach criminal cases with the 
accused Kombes Polisi Drs. Daud Sihombing, SH. 
This thesis employed a normative law research. The study the writer did 
was prescriptive in nature. In writing the research, the writer employed statue 
approach). The data type used in this study was secondary data. The data source 
used in normative research was secondary data source. Technique of collecting 
data employed in this research was library study. Technique of analyzing data 
used was deductive syllogism using: grammatical and systematical interpretation 
methods. 
 Considering the result of research, it can be concluded that the rationale of 
appeal-to-the supreme office of the counsel for prosecution of Indonesian 
Republic against the decision of freedom in the severe human right breach 
criminal cases with the accused Kombes Polisi Drs. Daud Sihombing, SH is that 
human rights court in Makasar First Instance Court that had decided in examining 
and trialing the court “did not apply the law regulation or applied the law 
regulation improperly” (Article 253 clause (1) letter a KUHAP), that is the 
Chamber of Judge interpreted  incorrectly the “crime against humanity” as 
regulated in Article 9 of Act No. 26 of 2000. The Supreme Court Judge’s rationale 
in Examining and Deciding the appeal-to-the supreme office of the counsel for 
prosecution of Indonesian Republic against the decision of freedom in the severe 
human right breach criminal cases with the accused Kombes Polisi Drs. Daud 
Sihombing, SH that the reasons proposed by the kasasi requester cannot be 
justified because Judex Factie does not apply the law incorrectly, moreover 
regarding the assessment of  verification result that is reward in nature about a 
reality. The Supreme Court argues that in fact the Kasasi requester cannot prove 
that the decision is the impure liberation. The decision is stated as rejected and the 
accused is liberated, so that the case expense in all levels of judicial level is 
imposed to the State. 
Keywords: appeal-to-the Supreme Court (Kasasi), sever Human Right Breach. 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang  
 Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari 
sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Sejarah HAM dimulai dari 
magna charta di Inggris pada tahun 1252 yang kemudian kemudian berlanjut pada 
bill of rights. Tonggak berlakunya HAM Internasional ialah pada Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris Perancis. 
Disini tonggak Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia yang mengakui hak 
setiap orang diseluruh dunia. Deklarasi ini ditanda tangani oleh 48 negara dari 58 
negara anggota PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. Perumusan 
penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM yang bersifat universal, non 
diskriminasi, dan imparsial telah berlangsung dalam sebuah proses yang sangat 
panjang. 
 HAM adalah hak yang melekat pada seseorang dan kalau diambil, orang tersebut 
akan menjadi manusia yang tidak normal lagi. Pembahasan mengenai HAM ini 
semakin mengemuka setelah berdirinya PBB tahun 1945 yang dilatar belakangi 
kesadaran masyarakat internasional untuk menghentikan perang yang ternyata 
hanya menimbulkan penderitaan bagi umat manusia. Menurut catatan sejarah 
Perang Dunia II saja menelan korban 60 juta jiwa. Berdirinya PBB diharapkan akan 
dapat mengurangi penderitaan umat manusia melalui penghormatan harkat dan 
martabat manusia itu sendiri. Karena itu tidak mengherankan sedikitnya 7 
ketentuan Piagam PBB yang menyangkut HAM dan kebebasan mendasar. 
 Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan 
terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia 
merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Hak Asasi 
Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, 
Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak 
yang melekat pada diri setiap pribadi manusia (Jimly Asshiddiqie, 2005: 6).  
 Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi 
manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan dan 
sebagainya. Melanggar hak asasi manusia seseorang bertentangan dengan hukum 
yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang 
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mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus 
pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan 
atau tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia hak asasi manusia di 
Indonesia dapat terwujud kearah yang lebih baik.  
 Konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama 
dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, 
baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai 
konsekuensinya, disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, 
kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini 
dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 
Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta  Konvenan Internasional 
tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara 
terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ketiga instrumen 
tersebut. Konsekuensinya, negara yang terbebani kewajiban perlindungan dan 
pemajuan HAM. Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran 
“Menimbang” baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam 
hukum nasional, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, 
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, 
terutama Pemerintah.  
 Dengan berkembangnya konsepsi HAM yang juga meliputi hubungan-hubungan 
horisontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran HAM dan faktor 
pelanggarnya. Hak atas informasi dan hak partisipasi dalam pembangunan misalnya 
tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab 
korporasi-korporasi yang dalam aktivitasnya bersinggungan dengan kehidupan 
masyarakat. Keberadaan perusahaan-perusahaan mau tidak mau membawa 
dampak dalam kehidupan masyarakat yang sering kali mengakibatkan berkurangnya 
Hak Asasi Manusia. 
 Persinggungan antara Korporasi dengan Hak Asasi Manusia paling tidak terkait 
dengan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas ketersediaan dan 
aksesibilitas terhadap sumber daya alam dan hak-hak pekerja. Secara lebih luas 
struktur hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara produsen juga 
memiliki potensi dan peluang terjadinya tindakan-tindakan sewenang-wenang 
terhadap pihak konsumen yang mungkin diperlakukan sewenang-wenang dan tidak 
adil. 
 Pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara. Dalam pola relasi 
kekuasaan horizontal peluang terjadinya pelanggaran HAM lebih luas dan aktor 
pelakunya juga meliputi aktor-aktor non negara, baik individu maupun korporasi. 
Karena itulah memang sudah saatnya kewajiban dan tanggungjawab perlindungan 
dan pemajuan HAM juga ada pada setiap individu dan korporasi. 
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 Pembahasan mengenai HAM ini semakin mengemuka setelah berdirinya PBB 
tahun 1945 yang dilatar belakangi kesadaran masyarakat internasional untuk 
menghentikan perang yang ternyata hanya menimbulkan penderitaan bagi umat 
manusia. Menurut catatan sejarah Perang Dunia II saja menelan korban 60 juta jiwa. 
Berdirinya PBB diharapkan akan dapat mengurangi penderitaan umat manusia 
melalui penghormatan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Karena itu tidak 
mengherankan sedikitnya 7 ketentuan Piagam PBB yang menyangkut HAM dan 
kebebasan mendasar. 
 Dalam konteks keIndonesiaan penegakan HAM masih bisa dibilang kurang 
memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia 
terhambat seperti problem politik, dualisme peradilan dan prosedural acara. 
Perkembangan untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia tidak dapat 
dilepaskan dari adanya dinamika politik dalam negeri dan internasional. Oleh karena 
itu, di selain adanya pengaruh dari faktor-faktor subyektif dan obyektif seperti 
kepentingan nasional, sejarah nasional, maka lingkungan eksternal yang dalam hal 
ini adalah sikap dan pandangan dunia internasional, turut mempengaruhi upaya 
pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. 
 Cita-cita untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia bukanlah hal yang 
baru. Para pendiri negara ini telah memikirkan masalah HAM, seperti yang 
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan isi dari UUD 1945 itu sendiri. Namun 
upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia mengalami pasang surut 
sesuai perkembangan politik dan pembangunan bangsa. 
 Pada masa-masa lalu, yaitu masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, kehidupan 
sosial-politik negara sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang otoriter yang 
dibarengi dengan ketidakadilan kondisi sosial-ekonomi. Seluruh elemen HAM 
penting, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya rakyat terabaikan, 
dibatasi dan dilanggar. Kebijakan yang lebih diutamakan adalah penciptaan stabilitas 
politik yang ditujukan untuk menunjang pembangunan ekonomi. Pemajuan dan 
perlindungan HAM serta demokrasi berjalan sangat lambat dan bahkan cenderung 
dikorbankan. 
 Tidak adanya demokrasi bahkan telah menyebabkan mudahnya terjadi 
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak sipil yang melekat 
pada Setiap individu (non-derogable rights), seperti penahanan semena-mena, 
pembunuhan, penyiksaan, penghilangan secara paksa dan pembunuhan. Selama 
masa itu pula Indonesia menjadi bulan-bulanan kritik dan kecaman masyarakat 
internasional, terutama setelah terjadinya tragedi Santa Cruz, Timor Timur. 
 Perhatian terhadap HAM mulai bergeser seiring dengan perubahan di dunia 
internasional pada akhir tahun 1980-an dan terus bergulir pada era reformasi 
menuju demokrasi. Isu HAM menjadi isu penting dalam agenda kebijakan dan politik 
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luar negeri negara-negara maju (kelompok Barat). Kondisi global tersebut telah 
memberikan dorongan tumbuhnya kesadaran masyarakat domestik Indonesia akan 
pentingnya pemajuan dan perlindungan HAM. Tanggung jawab pemajuan, 
penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, 
melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-
sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan 
perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan 
oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang 
disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal. 
 Konsekuensinya, negaralah yang terbebani kewajiban perlindungan dan kemajuan 
HAM. Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang” baik 
dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan 
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 
28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, 
dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah. 
 Menurut Jimly Asshiddiqie (2008:1) pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan 
oleh negara. Dalam pola relasi kekuasaan horisontal peluang terjadinya pelanggaran 
HAM lebih luas dan aktor pelakunya juga meliputi aktor-aktor non negara, baik 
individu maupun korporasi. Karena itulah memang sudah saatnya kewajiban dan 
tanggung jawab perlindungan dan pemajuan HAM juga ada pada setiap individu dan 
korporasi. Hal ini juga telah dinyatakan dalam “Declaration on the Right and 
Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect 
Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom” pada 1998. 
 Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu 
Negara Hukum (Rechtsstaat/ The Rule of Law). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 
ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.  Namun, 
bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama 
ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan 
bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat 
dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak 
dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum.  
 Menurut (Jimly Asshiddiqie 2006:1) dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem 
terdapat (1) elemen kelembagaan (elemen institusional), (2) elemen kaedah aturan 
(elemen instrumental), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang 
menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen 
subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan 
pembuatan hukum (law making), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum 
(law administrating), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law 
adjudicating). Sebagai negara yang berdasarkan hukum membawa konsekuensi 
bahwa setiap pelanggaran terhadap ketertiban umum harus ditindak menurut 
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hukum yang berlaku. Penindakan terhadap perbuatan yang melanggar ketertiban 
umum dilakukan dalam bentuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. 
 Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan 
atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh 
keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu 
perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. Dalam 
suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan penting karena hakim dalam 
hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan 
ke pengadilan. 
 Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan 
hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa 
Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari 
pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus 
diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini 
sesuai dengan ciri dari Negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan 
hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif 
dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat 
melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang 
ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku. 
 Dalam hal kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat memberi 
penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu perkara yang 
ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu 
sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasaran akal, ataupun sebuah 
uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai 
kemungkinan berdasarkan keyakinannya. 
 Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke 
pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-
pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping 
berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa sesungguhnya juga 
didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam 
mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu 
dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan 
suatu putusan. 
 Terhadap putusan yang oleh Hakim pengadilan tingkat pertama, maka baik 
terdakwa atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau 
menolak putusan atau yang dalam KUHAP dikenal dengan istilah upaya hukum. 
Lembaga upaya hukum ini di dalam KUHAP telah diatur secara lengkap dan 
terperinci. Hak untuk mengajukan upaya hukum merupakan hak baik bagi terdakwa 
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maupun penuntut umum. Upaya hukum ini menurut KUHAP ada dua macam, yaitu 
upaya hukum biasa dan luar biasa. Salah satu jenis upaya hukum biasa ini  disebut 
dengan kasasi. 
 Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa maupun kepada 
penuntut umum. Penggunaan hak tersebut tergantung sepenuhnya kepada 
terdakwa dan penuntut umum. Apabila mereka bisa menerima putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat tidak mempergunakan hak tersebut. 
Sebaliknya jika mereka tidak bisa menerima putusan tersebut, maka dapat 
mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada 
Mahkamah Agung.  
 
 Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas tersebut di atas, maka penulis 
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ANALISIS PENGAJUAN KASASI 
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) AD HOC DALAM 
PERKARA PELANGGARAN  HAK ASASI MANUSIA BERAT OLEH ANGGOTA 
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 
02 K/PID.HAM AD HOC/2006)    
B. Rumusan Masalah 
 Sehubungan dengan beberapa hal yang penulis kemukakan tersebut, untuk 
mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk 
lebih mengarahkan kepembahasan, penulisan menetapkan permasalahan sebagai 
berikut :   
1. Apakah tata cara alasan pengajuan kasasi terhadap putusan pengadilan HAM  
ad hoc dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia berat oleh anggota 
kepolisian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/PID.HAM AD 
HOC/2006) ?  
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara kasasi pelanggaran hak asasi manusia berat oleh anggota kepolisian ?  
C. Tujuan Penelitian 
      Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang 
hendak dicapai. Tujuan peneliian ini adalah untuk memberi arah dalam melainkan 
sesuai dengan maksud penelitian. Adapaun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 
dalam penelitian ini adalah:  
1. Tujuan Objektif 
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a. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar permohonan kasasi  Kejaksaan 
Agung RI terhadap putusan bebas perkara pidana pelanggaran HAM berat. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa 
dan memutus permohonan kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap putusan bebas 
perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa Kombes Polisi Drs. Daud 
Sihombing, SH. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta 
pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum 
khususnya  penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. 
b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan 
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat 
memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada 
umumnya.  
D. Manfaat Penelitian 
 Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan 
yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapati dari 
penelitian ini adalah:   
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana 
yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 
b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur, referensi dan bahan-bahan 
informasi ilmiah mengingat Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 
39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM  masih merupakan bahasan yang tergolong baru 
dalam penerapan hukum di Indonesia. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 
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b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh. 
c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 
kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang 
diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam 
penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM).  
 
E. Metode Penelitian 
1.Jenis penelitian 
 Berdasarkan penulisan judul dan rumusan masalah, penelitian ini 
termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 2001:52). Bahan-bahan 
yang telah diperoleh tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik 
suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
 Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang 
membatasi penelitiannya kepada kajian yang metode kepustakaan. Sebagai 
penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup penelitian investarisasi 
hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan 
perundang-undangan, sinkronisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum 
dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, titik berat akan lebih banyak 
menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan teori-
teori para ahli sehingga tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis 
(Amiruddin&Zainal Asikin, 2004:120-132). 
2.Sifat Penelitian 
 Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif. Sebagai 
penelitian yang bersifat preskriptif, memberikan saran bagaimana seharusnya 
alasan sebagai dasar permohonan kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap putusan 
bebas perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa Kombes Polisi Drs. 
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Daud Sihombing, SH. dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam 
memeriksa dan memutus permohonan kasasi Kejaksaan Agung RI terhadap 
putusan bebas perkara pidana pelanggaran HAM dengan terdakwa Kombes 
Polisi Drs. Daud Sihombing, SH (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). 
3.Pendekatan Penelitian 
 Nilai ilmiah dalam suatu penyusunan karya ilmiah yang berisi mengenai 
pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat 
tergantung pada cara pendekatan (approach) yang digunakan (Johnny Ibrahim, 
2006:299). Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statue approach). Menggunakan metode pendekatan ini 
perlu untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-
undangan. Peraturan yang relevan dengan Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan 
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc dalam Perkara Pelanggaran  
Hak Asasi Manusia Berat oleh Anggota Kepolisian khususnya seperti Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan 
Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah 
Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/PID.HAM Ad Hoc/2006. 
4.Jenis Data 
 Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, 
yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang 
pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, 
koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang 
akan dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : 
a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :  
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) 
3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 
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4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 
5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman 
6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 
7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/PID.HAM Ad Hoc/2006 
b.Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, 
seperti : hasil ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan 
topik penelitian. 
c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
diantaranya : bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan 
Kamus Hukum.  
5.Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data 
sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, 
buku-buku laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 
 Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 
a. Bahan hukum primer 
 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan 
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) 
4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 
6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman 
7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 
8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/PID.HAM Ad Hoc/2006 
b.Bahan hukum sekunder 
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 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan primer, meliputi : buku-buku, karya ilmiah, 
internet, dan wawancara. 
c. Bahan hukum tersier 
 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 




6.Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh 
data sekunder yang ada dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Studi kepustakaan dilakukan dengan identifikasi literatur berupa peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, dan sumber lainnya 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
7.Teknik Analisis Data 
 Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, digunakan 
silogisme deduktif dengan metode : 
a. Interpretasi gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau 
perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui makna 
ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau 
dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari 
(Sudikno Mertokusumo, 2004 : 57). 
b.Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan 
dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain 
atau dengan keseluruhan sistem hukum (Sudikno Mertokusumo, 2004:59). 
 Sebagai premis mayor adalah sebagai berikut, meliputi Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(HAM), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi 
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Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang  Kekuasaan 
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 02 K/PID.HAM Ad Hoc/2006 
 Untuk premis minor adalah : 
a. Alasan pengajuan kasasi terhadap putusan pengadilan HAM  ad hoc dalam 
perkara pelanggaran hak asasi manusia berat oleh anggota Kepolisian (studi 
putusan MA No. 02 K/PID.HAM AD HOC/2006. 
b.Pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi 
pelanggaran hak asasi manusia berat oleh anggota kepolisian. 
  Dengan silogisme maka diperoleh jawaban masalah atau simpulan 
mengenai benar tidaknya dalam pengajuan kasasi terhadap putusan pengadilan 
hak asasi manusia ad hoc dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia berat 
oleh anggota kepolisian (HAM) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 
K/PID.HAM AD HOC/2006).  
F. Sistematika Penulisan Hukum 
     Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi 
penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat 
bab. Adapun sistematikanya dari penulisan hukum ini sebagai berikut:  
BAB I              :    PENDAHULUAN  
                    Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika 
penelitian.   
BAB II             :   TINJAUAN PUSTAKA  
                    Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori 
yang melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas 
mengenai analisis pengajuan kasasi terhadap putusan 
pengadilan HAM Ad Hoc dalam perkara pelanggaran 
HAM berat oleh anggota kepolisian (Studi putusan MA 
Nomor 02 K/PID.HAM Ad Hoc/2006). 
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BAB III             :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan yaitu tentang alasan pengajuan kasasi 
terhadap putusan pengadilan HAM  ad hoc dalam perkara 
pelanggaran hak asasi manusia berat oleh anggota 
Kepolisian Republik indonesia (studi putusan MA No. 02 
K/PID.HAM AD HOC/2006 dan pertimbangan hukum 
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi 
pelanggaran hak asasi manusia berat oleh anggota 
kepolisian. 
BAB IV             :   PENUTUP  
                    Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait 
dengan pembahasan permasalahan yang diteliti.  
 


























BAB II  
TIJAUAN PUSTAKA  
  
A. Kerangka Teori 
1.Tinjauan Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  
 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 
tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut 
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida 
dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain pengadilan HAM adalah 
pengadilan khusus terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan. 
 Di samping Pengadilan HAM, saat ini dikenal pula adanya Pengadilan HAM 
Ad Hoc. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, 
Pengadilan HAM Ad Hoc adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan 
memutus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya 
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Dengan demikian undang-undang 
pengadilan HAM berlaku surut atau retroaktif. Pelanggaran HAM yang berat 
mempunyai sifat khusus dan digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa 
(exrtra ordinary crime). Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945 dan hukum internasional menentukan bahwa asas retroaktif berlaku 
dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Asas retroaktif 
merupakan dasar yang membolehkan suatu peraturan perundang-undangan 
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dapat berlaku surut ke belakang. Hal ini berbeda dengan kejahatan biasa 
(ordinary crime) yang perbuatannya baru dapat dihukum setelah ada hukumnya 
atau undang-undangnya terlebih dahulu. Asas legalitas adalah asas yang berlaku 
dalam menangani kejahatan biasa. 
 Sebagaimana sudah diketahui, hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara pelanggaran HAM yang berat terdiri atas hakim karir dan hakim non 
karir. Hakim karir adalah mereka yang sejak awal berprofesi sebagai hakim, 
sedangkan hakim non karir adalah orang yang tidak bekerja sebagai hakim, 
seperti kaum akademisi yang profesional, berdedikasi, berintegrasi tinggi dan 
menguasai masalah HAM. kaum akademisi ini dapat direkrut menjadi hakim 
non karir, sedangkan golongan masyarakat lainnya yang berasal dari kalangan 
militer maupun LSM sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk direkrut 
sebagai hakim non karir untuk menghindari pemeriksaan yang biasa. Tantangan 
terbesar bagi para hakim HAM ini adalah penguasaan masalah-masalah HAM 
dan penegakannya. Selain itu, seperti saat ini hakim dan jaksa karir yang 
direkrut dalam pengadilan HAM Ad Hoc ada yang tidak “bersih”. 
 Perkara pelanggaran HAM yang berat diadili di lingkungan peradilan umum 
(Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999) dan prosesnya 
dilangsungkan dengan mempergunakan ketentuan hukum acara pidana (Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000). Dengan demikian proses beracara 
pengadilan hak asasi manusia sama dengan proses beracara untuk penanganan 
perkara pidana, termasuk proses pembuktiannya, dimana untuk alat bukti 
keterangan saksi dibutuhkan minimal 2 (dua) orang saksi (Unus testis nullus 
testis). Dan untuk menyatakan kesalahan dan menghukum perlu ada 2 (dua) alat 
bukti. Kita menunggu hasil persidangan nanti apakah putusannya substansial 
memajukan hak asasi manusia (HAM). 
 Hal itu harus dicatat, tanpa harus menunggu 4 (empat) tahun semenjak 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, lahirlah Undang-
Undang Nomor 26 tahun 2000 yang menimbulkan reaksi pro dan kontra di 
tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pro, lahirnya undang-undang 
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pengadilan HAM ini terasa menyejukkan. Sebab setiap pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan HAM.  
 Dengan demikian tidak akan ada lagi orang-orang yang melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia akan menikmati impunity atau bebas dari 
tuntutan hukum. Sebaliknya, sebagian masyarakat lainnya yang diuntungkan 
dengan rezim otoriter di masa lalu menjadi tergagap-gagap seperti vampir yang 
melihat mata hari terbit dengan kehadiran pengadilan hak asasi manusia. Sebab, 
mereka yang terbiasa mempergunakan cara-cara kekerasan untuk 
memperjuangkan kepentingan atau kehendaknya harus mengubah sikap dan 
menyesuaikan diri dengan suasana yang demokratis dan menghormati hukum 
serta menjunjung tinggi keadilan. Mereka tidak akan leluasa menikmati 
impunity seperti di masa lalu. Kehadiran pengadilan hak asasi manusia (HAM) 
merupakan lampu merah bagi aparat koersif. 
 Komitmen, pengetahuan dan integritas jaksa dan hakim pengadilan HAM 
akan diuji. Tidak saja oleh masyarakat di dalam negeri, tetapi juga yang di luar 
negeri. Mereka akan memperhatikan kinerja para penegak hukum yang terlibat 
dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat, termasuk pelaksanaan 
dari putusan-putusannya di kemudian hari apakah sudah sesuai dengan standar 
internasional, seperti masalah pengadilan yang tidak memihak (impartial) dan 
mandiri (independent) bebas dari campur tangan dan tekanan eksekutif, 
legislatif, maupun pihak-pihak lainnya yang berasal dari kelompok masyarakat 
tertentu yang selama ini diuntungkan rezim otoriter. Banyak pengamat dari luar 
negeri akan berdatangan ke Jakarta untuk mengikuti secara langsung 
persidangan. 
 Dengan komitmen, pengetahuan, dan integritas yang baik dari hakim 
bersama aparat penegak hukum lainnya, diharapkan bahwa Pengadilan HAM 
Ad Hoc untuk kasus ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan putusan yang 
benar-benar adil. Melalui persidangan tersebut nantinya dapat membawa bangsa 
Indonesia selangkah lebih maju memasuki barisan bangsa-bangsa yang 
demokratis dan beradab di dunia, sehingga kecurigaan sementara bahwa nasib 
pengadilan HAM Ad Hoc akan seperti pengadilan TUN misalnya, yang 
 xxx
putusannya banyak diabaikan oleh para pejabat, menjadi tidak terbukti. Para 
pengamat internasional paling tidak akan membandingkan proses persidangan, 
putusan, serta pelaksanaan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc. 
 Selain menjadi perhatian pengamat nasional dan internasional, putusan 
Pengadilan HAM Ad Hoc dalam perkara pelanggaran ini akan berdampak 
terhadap perilaku aparat keamanan yang selama ini sering menikmati impunity. 
Mereka akan berpikir seribu kali kalau akan menggunakan kekerasa untuk 
menyelesaikan suatu persoalan sosial dikemudian hari. Mereka tidak ingin 
karirnya berhenti di pengadilan HAM. Pendekatan keamanan (security 
approach) yang selama ini digunakan untuk mengamankan hasil-hasil 
pembangunan harus diganti dengan pendekatan hukum untuk mengatasi krisis 
sosial yang muncul di mana-mana maupun untuk mewujudkan cita-cita negara 
hukum berdasarkan kedaulatan rakyat. 
 Pelanggaran HAM berat atau gross violation of human rights merupakan 
kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) yang membedakannya dengan 
kejahatan biasa (ordinary crimes). Termasuk dalam pelanggaran HAM berat 
adalah genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi 
sebagaimana tercantum dalam Statuta ICC 1998 yang telah berlaku efektif tahun 
2002. Pelanggaran HAM berat terletak pada sifat perbuatannya (kualitatif), 
korban, dan dampaknya terhadap kemanusiaan (kuantitatif). Contoh, kejahatan 
kemanusiaan (crime against humanity) dirumuskan: dilakukan dengan sengaja 
sebagai bagian dari serangan secara sistematik dan meluas ditujukan terhadap 
setiap penduduk sipil, dengan sepengetahuan penyerangnya (Pasal 7 Statuta 
ICC). 
 Unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut tidak ditemukan 
dalam ketentuan tindak pidana di KUHP yang berlaku universal sehingga 
memerlukan kriminalisasi secara khusus di dalam sistem hukum pidana 
Indonesia. Sejalan dengan bunyi ketentuan Pasal 103 KUHP, pembentukan 
undang-undang pidana khusus, termasuk Undang-Undang Pengadilan HAM, 
yang memuat jenis kriminalisasi baru, tidak dilarang. Bahkan, sesuai dengan 
sifat dan dampak negatif pelanggaran HAM berat, perlu dibentuk suatu 
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pengadilan khusus sebagai suatu tindakan luar biasa pula (extra-ordinary 
measures) dan dengan menempatkan Komnas HAM selaku lembaga penyelidik 
satu-satunya untuk kasus pelanggaran HAM berat tersebut, bukan kepolisian 
selaku penyidik. 
 Karakter khusus pelanggaran HAM berat adalah keterlibatan dan peranan 
aparatur negara sebagai alat kekuasaan dalam kasus pelanggaran HAM berat 
sangat dominan dibandingkan dengan kejahatan biasa. Berangkat dari 
karakteristik tersebut, pelanggaran HAM berat merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari kebijakan politik negara dalam mengatur hak asasi setiap warga 
negaranya. Dengan perkataan lain, dalam kasus pelanggaran HAM berat, warga 
negara dan pemerintah (penguasa) merupakan pihak dalam beperkara. Atas 
dasar itulah, lembaga khusus seperti Pengadilan HAM perlu dibentuk dengan 
diisi oleh hakim-hakim karier dan non karier agar terjadi keseimbangan 
komposisi majelis hakim dengan harapan tercapai objektivitas dalam proses 
pemeriksaan dan pengambilan putusannya. 
 Pembentukan Pengadilan HAM dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 memang ditujukan untuk kasus pelanggaran HAM berat setelah 
diundangkannya Undang-Undang ini (prospektif); tidak untuk tujuan 
pemberlakuan retroaktif. Namun, sejalan dengan reformasi yang menuntut 
keterbukaan dan pertanggung jawaban pemerintah dalam berbagai kasus masa 
lampau, termasuk kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus Timor Leste, 
untuk memenuhi aspirasi kepastian hukum dan keadilan terhadap kasus tersebut 
di masa lalu, dalam Undang-Undang Pengadilan HAM diatur juga tentang 
penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. 
 Pola penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan sesuatu yang 
diharamkan karena telah sejalan dengan kebiasaan dan praktik (hukum) 
internasional dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti pembentukan 
Mahkamah Militer ad hoc untuk kasus penjahat perang (Nuremberg dan Tokyo); 
ad hoc Tribunal untuk kasus di bekas jajahan Yugoslavia, di Rwanda, dan Sierra 
Leone. 
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 Perkembangan konsep keadilan retributif dan komutatif sejak Aristoteles 
telah mengalami kemajuan pesat dengan munculnya konsep keadilan restoratif 
yang lebih menekankan pemulihan keseimbangan dan harmonisasi kehidupan 
dalam masyarakat sebagai tujuan penegakan hukum di mana terdapat kesetaraan 
antara aspirasi kepastian hukum dan keadilan pelaku pelanggaran HAM berat 
disatu sisi dengan aspirasi kepastian hukum dan keadilan korban pelanggaran 
HAM berat disisi lain. Konsep keadilan terakhir ini justru sesuai dan sejalan 
dengan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia yang dicantumkan 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
 Hanya pola penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berbeda dengan pola penyelesaian 
kasus yang sama di negara lain di atas. Disadari oleh tim penyusun Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000, ketika itu bahwa kasus pelanggaran HAM berat 
masa lalu memerlukan solusi yang tepat dengan tidak menegaskan prinsip non 
retroaktif secara telanjang serta dapat memenuhi aspirasi kepastian hukum dan 
keadilan masa lampau. Kesepakatan dalam pembahasan di DPR RI ketika itu 
adalah kasus pelanggaran masa lalu dapat diadili oleh Pengadilan HAM secara 
Ad Hoc, dalam arti hanya dibentuk untuk kasus-kasus tertentu saja dengan 
parameter tempus delicti dan locus delicti tertentu.  
 Penetapan tempus delicti dan locus delicti tertentu tersebut harus merupakan 
keputusan politik karena proses pemberlakuan surut suatu Undang-Undang 
terhadap kasus masa lampau bertentangan secara diametral dengan prinsip non 
retroaktif sehingga keputusan politik melalui DPR RI yang anggotanya 
merupakan representasi rakyat Indonesia adalah merupakan suatu keharusan. 
Jika disebut bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lampau 
merupakan proses politik, dapat diakui kebenarannya dengan pertimbangan-
pertimbangan di atas. Namun, tim penyusun Undang-Undang Pengadilan HAM 
menyadari bahwa pemeriksaan dan pembuktian kasus pelanggaran HAM berat 
masa lampau tidak mudah. 
 Mungkin korbannya atau saksi-saksi masih hidup, tetapi dokumen otentik 
atau bukti-bukti tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang 
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Hukum Acara yang berlaku. Atas dasar pertimbangan tersebut, dimasukkan 
ketentuan mengenai penyelesaian melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (KKR). Tim penyusun menaruh harapan bahwa pembentukan KKR 
merupakan solusi yang tepat untuk mencapai titik temu antara pemenuhan 
aspirasi kepastian hukum dan keadilan masa lampau dengan aspirasi politik 
yang berkembang sesuai dengan masanya. 
 Namun kemudian kita saksikan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2004 tentang KKR telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945 berdasarkan Putusan MK RI dua tahun yang lalu. Uraian mengenai 
sekelumit kisah proses penyusunan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
dengan ketentuan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc di atas mungkin 
bermanfaat bagi MK RI yang tengah digelar untuk memeriksa hak uji materi 
terhadap ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 
2.Tinjauan Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia  
a. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) 
 Hak Asasi Manusia adalah hak manusia yang paling mendasar 
dan melekat kepada manusia di manapun ia berada. Tanpa adanya hak ini 
berarti hilanglah harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Hak asasi 
manusia adalah tuntutan yang secara moral dapat dipertanggunng jawaban 
dan sewajarnya mendapat pelindungan hukum. 
 Sesungguhnya, Hak Asasi Manusia lahir bersama-sama dengan manusia, 
artinya sejak manusia ada permasalahan hak asasi manusia sudah 
timbul. Perjuangan untuk membela hak-hak kemanusiaan mungkin 
berlangsung seumur umat manusia itu sendiri. Perjuangan itu terus  berlanjut 
sampai sekarang dan akan terus berlanjut pada masa yang akan  datang selama 
manusia ada. 
 Walaupun Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya sudah melekat 
ketika manusia itu ada, ide mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia 
baru muncul pada abad ke-17 dan ke-18. Ide tersebut muncul sebagai reaksi 
terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap para rakyat yang 
mereka perintah dan buruh yang mereka pekerjakan. Gagasan tersebut 
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mencetuskan konsep yang menyatakan bahwa manusia itu sama, semuanya 
merdeka dan bersaudara, dan tidak ada lagi kesenjangan dalam struktur sosial 
masyarakat. 
 Sejak masa itu, usaha perlindungan Hak Asasi Manusia terus 
berlangsung, mulai dari usaha mengahpus perbudakan, perlindungan terhadap 
kelompok minoritas, sampai pada perlindungan terhadap korban perang. 
Puncak dari usaha tersebut adalah ketika   dikeluarkannya Deklarasi Universal 
Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, yang menjelaskan hak-
hak asasi fundamental yang disetujui oleh negara-negara di dunia. 
 Deklarasi tersebut bertujuan untuk melindungi hidup, kemerdekaan, dan 
keamanan pribadi; menjamin kebebasan berpendapat dan bergerak; dan 
melarang perbudakan, penahan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses 
peradilan yang jujur dan adil. Di samping itu, deklarasi tersebut juga 
mengandung jaminan terhadap hak-hak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, 
dan budaya. 
 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia telah menjadi tonggak 
dalam penegakan perlindungan terhadap HAM, kerena setelah itu muncul 
berbagai macam peraturan internasional lain yang mendukung terwujudnya 
penegakan HAM, seperti International Bill of Rights, International 
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of their Families, Konvensi Menentang Diskriminasi dalam 
Pendidikan, dan  Konvensi Hak-Hak Anak. Hak-hak yang tercantum dalam 
peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya berlaku bagi semua manusia, tidak 
peduli apa negara mereka, warna kulit mereka, asal-usul mereka, keyakinan 
dan agama mereka, ideologi dan paham politik mereka, maupun jenis kelamin 
mereka.  
b.Pengertian Hak Asasi Manusia 
 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah 
setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik 
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disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum 
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia 
(HAM) sesesorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang 
ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 
penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum 
yang berlaku. 
 Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia 
sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu 
gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi 
nilai hak asasi manusia (HAM) tanpa membeda-bedakan status, golongan, 
keturunan dan jabatan (http://organisasi.org/pengertian_global_pelajaran_ilmu 
_ppkn). 
 Menurut Pasal 1 butir 7 UU No. 39 tahun 2000 tentang HAM,  
pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau 
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak 
disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, 
menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau 
kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapat, 
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan 
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 
 Putusan hakim dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat, 
merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena itu dalam 
membuat putusan hakim harus berhati-hati dan menghindari sedikit mungkin 
ketidak cermatan sampai dengan kecakapan teknik membuatnya. Kemudian 
agar putusan tersebut mumpuni maka selain dalam diri hakim hendaknya 
dimiliki sikap demikian, juga harus didukung penguasaan ilmu dari segi 
teoritik dan praktek. 
 Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil 
musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu 
yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan putusan 
pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Pengawasan 
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pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan yang 
bersangkutan berdasarkan undang-undang dan dilaksanakan dengan 
memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. 
 Seperti dalam putusan hakim pada umumnya, dalam menjatuhkan 
putusan bebas (vrijspraak) hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. 
Hakim harus benar-benar jeli dalam memeriksa suatu perkara sebelum hakim 
tersebut menjatuhkan putusan. Dalam proses persidangan, terdakwa dan 
penuntut umum dapat menggunakan haknya untuk tidak menerima putusan 
pengadilan dengan mengajukan upaya hukum yang berupa perlawanan, 
banding, kasasi, atau hak terpidana untuk ajukan permohonan peninjauan 
kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.  
c. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  
 Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Pelanggaran hak asasi 
manusia adalah  setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk 
aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang 
secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau 
mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin 
oleh Undang - Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak 
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan 
mekanisme hukum yang berlaku. 
  “Mastricht Guidelines” telah menjadi dasar utama bagi identifikasi 
pelanggaran hak asasi manusia. Arahan ini menyatakan juga bahwa 
pelanggaran terjadi lewat acts of commission (tindakan untuk 
melakukan), oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara 
memadai oleh  negara, atau lewat acts of comissimon (tindakan untuk tidak 
melakukan tindakan apapun) oleh negara.  
 Pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak negara, baik berupa acts of 
commission maupun acts of ommission, dapat dilihat dalam hal kegagalannya  
untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu kegagalan dalam  
kewajiban untuk menghormati, seperti pembunuhan di luar hukum, penahanan 
serampangan; kegagalan dalam kewajiban untuk melindungi, seperti  
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kegagalan untuk mencegah terjadinya penyerangan etnis tertentu; dan 
kegagalan dalam kewajiban untuk memenuhi, seperti kegagalan dalam  
pemberian layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.  
 Dalam Mastricht Guidelines juga dijelaskan mengenai 
bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh satuan-satuan bukan Pemerintah. 
Mereka dapat juga terlibat sebagai pelaku kejahatan pelanggaran HAM yang  
bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan individual atau 
kelompok. Contoh dari tindakan seperti itu diantaranya pembunuhan 
penduduk sipil oleh tentara pemberontakan; pengusiran komunitas yang 
dilakukan oleh perusahaan transnasional serangan bersenjata oleh salah satu 
pihak melawan pihak yang  lain.   
d.Babak Baru Pelanggaran Hak Asasi Manusia Indonesia  
 Pada zaman Orde Baru, Indonesia terkenal dengan berbagai macam 
kasus  pelanggaran HAM yang dilakukan demi melanggengkan pemerintahan 
waktu itu. Berbagai macam kasus pelanggaran HAM baik berat maupun 
ringan terjadi. Mulai dari kasus-kasus besar, seperti Peristiwa 1965 dan 
Kerusuhan Mei 1998,  sampai kasus-kasus pelanggaran HAM tak terungkap, 
seperti penyiksaan, pembantaian, penteroran pihak-pihak yang mencoba 
meruntuhkan kelanggengan pemerintah.  
 Banyak faktor yang mengakibatkan kasus-kasus pelanggaran HAM 
tersebut, diantaranya adalah sentralisasi kekuasaan pemerintahan pusat ; 
budaya impunitas yang berkembang di kalangan aparat hukum dan kepolisian 
; budaya security approach yang dilakukan pemerintah ; good governance dan 
pelayanan publik yang tidak baik. Setelah rezim orde baru (ORBA) berakhir 
dan tergantikan oleh munculnya era reformasi, banyak orang berpikir bahwa 
bentuk-bentuk pelanggaran HAM akan tereleminasi atau 
terminimalisasi. Namun, realita yang ada sekarang sangatlah jauh dari 
imajiner yang ada dalam angan-angan rakyat. Masih banyak pelanggaran 
HAM terjadi, baik  pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM 
ringan. 
e. Pengaturan Tindak Pidana Pelanggaran HAM :  
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1.Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) 
 Hukum materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
tidak menjangkau kejahatan terhadap kemanusiaan yang lahir dari satu 
kebijakan (baik itu bersifat tindakan langsung atau membiarkan dengan 
sengaja sebuah kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung) di tingkat 
Negara ( Extra ordinary crimes) yang bersifat luas sistematik, mengingat 
kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) hanya menjangkau kejahatan 
criminal biasa (ordinary crimes). 
 Hukum acara pidana baik yang diatur melalui Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau undang-undang (UU) tentang 
peradilan HAM memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan 
kemanusiaan melalui prosedur pembuktian yang hanya bergerak pada 
pelaku-pelaku langsung di lapangan. Hal ini merupakan perpanjangan dari 
kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
 Adanya dualisme peradilan pidana, yaitu peradilan pidana diperadilan 
umum dan di peradilan militer. Hal ini jelas bertentangan dengan asas 
peradilan yang jujur dan tidak memihak, serta bertentangan dengan prinsip 
persamaan didepan hukum. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang masih dibahas di Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sebaiknya tidak mengatur tindak pidana serius atau 
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Sebab, pelanggaran Hak 
Asasi Manusia (HAM) berat memiliki prinsip penanganan yang berbeda 
dengan tindak pidana biasa sehingga sebaiknya diatur dalam peraturan 
terpisah. 
 Hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama lima hingga 20 (dua 
puluh) tahun. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), pelaku tindak pidana itu 
diancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 25 
(dua puluh lima) tahun. 
 Pemisahan pelanggaran HAM berat dari Rancangan Undang-Undang 
(RUU) dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya 
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disebabkan ancaman hukumannya yang menjadi lebih ringan. Akan tetapi, 
penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat memiliki prinsip 
yang berlaku khusus yang akan sulit diberlakukan jika dimasukkan dalam 
delik umum.  
2.Undang - Undang Hak Asasi Manusia 
 Untuk memperlancar proses peradilan tindak pidana pelanggaran HAM, 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan 
Umum. Undang-undang ini juga mengatur tentang Komnas HAM yang 
bertujuan untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, 
pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia. Selain kekhususan 
diatas, undang-undang ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa 
kehadiran terdakwa, maka majelis Komnas HAM dapat meminta bantuan 
Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
terdiri dari 11 (sebelas) Bab, 106 Pasal. Undang - Undang ini berisi 
ketentuan umum mencakup subjek hukum, asas-asas dasar, Hak Asasi 
Manusia dan kebebasan dasar manusia, kewajiban dasar manusia, kewajiban 
dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan larangan, komisi nasional 
Hak Asasi Manusia, Partisipasi Masyarakat, Pengadilan Hak Asasi Manusia, 
Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.  
3.Tinjauan Tentang Kasasi 
a. Pengaturan dan Pengertian Kasasi 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kasasi adalah pembatalan atau 
pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena 
putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang, hak 
kasasi hanyalah hak Mahkamah Agung. Lembaga kasasi sebenarnya berasal 
dari Perancis. Kata asalnya ialah casser yang artinya memecah suatu putusan 
hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada di 
tangan raja beserta dewannya yang disebut Counseil du Roi. Setelah revolusi 
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yang meruntuhkan kerajaan Perancis, dibentuklah suatu badan khusus yang 
tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara 
yang menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman. 
 Lembaga kasasi tersebut ditiru pula di negeri Belanda yang pada 
gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada asasnya kasasi didasarkan atas 
pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah 
melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu 
ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit ialah D. 
Simons yang mengatakan jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim 
tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika 
hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah 
membebaskan. 
 Pasal  253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan dalam 
tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna 
menentukan : 
1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan 
sebagaimana mestinya; 
2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 
undang-undang; 
3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 
 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, 
misalnya pengadilan dilakukan di belakang pintu tertutup tanpa alasan 
menurut undang-undang. Mengenai melampaui batas  wewenangnya adalah 
kewenangan badan-badan peradilan yang telah ditentukan dan diatur dalam 
perundang-undangan. Demikian halnya dengan penjatuhan hukuman telah 
ditentukan, jenis dan maksimal hukuman yang boleh dijatuhkan dan hal 
penanganan perkara, perkara apa saja yang dapat ditangani atau diperiksa dan 
diadili masing-masing badan peradilan. Bahkan proses penanganan perkara 
atau tata cara mengadili, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan 
hukuman telah ditentukan perundang-undangan. 
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 Menurut KUHAP suatu permohonan kasasi dapat ditolak untuk 
diperiksa oleh Mahkanah Agung. Menurut KUHAP, jika :  
1) Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas  (Pasal 244 KUHAP); 
2) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada 
panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari 
sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 245 KUHAP); 
3) Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. 
Kasasi hanya dilakukan sekali; 
4) Pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP, 
atau tidak memberitahukan alasan kasasi pada panitera, jika pemohon 
tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon 
terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah 
mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP); 
5) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat 
(1) KUHAP tentang alasan kasasi. 
b.Perkara-perkara yang Tunduk Pada Kasasi 
1) Ketentuan Pasal 44 UU Nomor 5 tahun 2004 tentang MA jo Pasal 244 
KUHAP , yaitu : 
a) Putusan (penetapan) pengadilan yang diberikan dalam tingkat  terakhir. 
b) Menyangkut perkara pidana yang bukan putusan bebas. 
2) Perbuatan pemeriksaan yang dilakukan oleh kurang dari 3 orang hakim 
3) Putusan pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara verstek 
yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perlawanannya. 
4) Putusan dalam perkara pidana ringan dengan acara cepat. 
   Salah satu praktek peradilan kasasi yang menarik perhatian adalah 
menyangkut peradilan kasasi terhadap putusan bebas dari Judex Factie. Untuk 
memahami permasalahan yuridis yang dihadapi hakim kasasi, berikut 
ketentuannya : 
1) Ketentuan KUHAP (Pasal 253) : 
a) Masalah penerapan hukum, pelanggaran terhadap hukum materiil. 
Contoh : 
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(1) Kurangnya pertimbangan atas unsur-unsur Pasal Dakwaan; 
(2) Salah menafsirkan daluarsa; 
(3) Menyimpang dari doktrin yang ada. 
b) Masalah cara mengadili pelanggaran dalam Hukum Acara, contoh : 
(1) Pemeriksaan tidak dengan Majelis; 
(2) Melanggar ketentuan Pasal 197 KUHAP; 
(3) Sidang tidak dilakukan secara terbuka atau tertutup. 
c) Masalah batas kewenangan Pengadilan menyangkut Kompetensi 
absolut dan relatif, serta amar putusan melebihi batas maksimum 
ancaman. 
2) Putusan Peradilan ( Yurisprudensi ) : 
a) Penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat 
dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya 
suatu unsur perbuatan yang didakwakan. 
b) Apabila pembebasan itu sebenarnya adalah putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum. 
c) Apabila pengadilan telah melampaui batas wewenang. 
c. Subjek Permohonan Kasasi 
1) Pihak yang berperkara atau wakilnya ( dengan surat kuasa khusus ); 
2) Terdakwa atau wakilnya ( dengan surat kuasa ); 
3) Penuntut umum atau oditur.  
4.Tinjauan Umum Tentang Putusan 
a. Pengertian Putusan 
 Pengertian Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang 
dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah hasil atau 
kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan 
semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang 
mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari 
pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Lilik Mulyadi, 2006:52). 
Sedangkan pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP 
adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka 
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yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan 
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
 Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat 
mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang 
bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka 
ditempuh dengan dua cara: 
1) Putusan diambil dengan suara terbanyak. 
2) Jika dengan cara ini tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah 
pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Menurut 
Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung 
dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka 
peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang 
terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 
2005 : 347). 
b.Jenis Putusan 
1) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. 
Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah 
persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat 
dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi 
kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara 
lain dapat memuat  bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi  
(wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim 
berpendapat sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan 
bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) 
KUHAP). 
2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum 
Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa Penuntut 
Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, kurang jelas dan 
tidak lengkap. Mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum ini dapat 
didasari oleh yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Registrasi 
Nomor: 808/K/Pid/1984 tanggal 6 Juni yang menyatakan : “Dakwaan 
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tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi 
hukum.” 
3) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima 
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada 
dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan 
tersebut dijatuhkan karena : 
a) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak 
ada. 
b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili ( ne 
bis in idem ). 
c) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa atau vejaring. 
4) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan 
hukum 
Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan 
tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum 
(Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum 
dapat disebabkan : 
a) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP); 
b) Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau overmacht (Pasal 48 
KUHP); 
c) Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP); 
d) Adanya ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP); 
e) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). 
5) Putusan bebas 
 Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari 
hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Pada 
penjelasan pasal tersebut, untuk menghindari penafsiran yang kurang 
tepat, yaitu yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan padanya 
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tidak terbukti sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut 
penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 
menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan bebas (Vrijspraak) disini 
berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pelanggaran 
HAM yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa dibebaskan dari 
tuntutan hukum. Lebih tegasnya lagi adalah terdakwa tidak dijatuhi 
pidana. 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas 
terhadap terdakwa dapat dijatuhkan karena dari hasil pemeriksaan di 
sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang dimaksud 
dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan, dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) disebutkan yaitu 
tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. (Lilik 
Mulyadi, 2000:149-150) 
6) Putusan pemidanaan pada terdakwa 
 Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya 
(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Hakim dalam hal ini membutuhkan 
kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang 
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 Putusan hakim dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat, 
merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu dalam 
membuat putusan hakim harus berhati-hati dan menghindari sedikit mungkin 
ketidakcermatan sampai dengan kecakapan teknik membuatnya. Kemudian 
agar putusan tersebut mumpuni maka selain dalam diri hakim hendaknya 
dimiliki sikap demikian, juga harus didukung penguasaan ilmu dari segi 
teoritik dan praktek. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan 
tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan 
dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. 
Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan 
yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang dan dilaksanakan dengan 
memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. 
 Seperti dalam putusan hakim pada umumnya, dalam menjatuhkan 
putusan bebas (vrijspraak) hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. 
Hakim harus benar-benar jeli dalam memeriksa suatu perkara sebelum hakim 
tersebut menjatuhkan putusan dalam proses persidangan, terdakwa dan 
penuntut umum dapat menggunakan haknya untuk tidak menerima putusan 
pengadilan dengan mengajukan upaya hukum yang berupa perlawanan, 
banding, kasasi, atau hak terpidana untuk ajukan permohonan peninjauan 











BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Alasan Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Hak Asasi 
Manusia Ad Hoc Dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat 
Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia 
 Paparan perkara Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dalam Putusan 
Mahkamah Agung Nomor: 02 K/PID.HAM AD HOC/2006 dengan terdakwa 
Kombes. Pol. Drs. Daud Sihombing, SH.  
1.KASUS POSISI 
 Superintendent, sekarang Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing, SH. selaku 
Atasan yakni Kapolres Resort Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Skep-1045/IX/1999 tanggal 13 
September 1999. Pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2000, kira-kira pukul 
01.30 WIT, bertempat di Markas Kepolisian Resort Jayapura tidak melakukan 
pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di 
bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif. Dimana  Kombes Pol. Drs. 
Daud Sihombing, SH. mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi 
yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yaitu berupa 
pembunuhan. Perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai bagian dari 
serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan 
tersebut ditujukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, dan Kombes Pol. 
Drs. Daud Sihombing, SH tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan 
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dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan 
perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Terdakwa selaku 
Atasan yakni Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) jayapura yang mempunyai 
kekuasaan untuk mengendalikan bawahannya secara efektif, namun dalam 
pelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang 
diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura Kombes Pol. Drs. Daud 
Sihombing, SH. tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya yakni 
Sertu Darmo, Serka Mesak Kareni dan Serma Yoyok Sugiarto dan satu anggota 
Polsek Abepura Serka Petrus Eppa meninggal dunia.  
2.IDENTITAS TERDAKWA  
Nama                        : Kombes. Pol. Drs. Daud Sihombing, SH.   
Tempat lahir             : Aceh  
Umur/tanggal lahir   : 20 April 1958/47 tahun 
Jenis kelamin           : laki-laki  
Kebangsaan              : Indonesia  
Tempat lahir             : Perum Pamen Polisi Polda Irian Jaya/Papua Jayapura 
Agama                      : Kristen Protestan  
Pekerjaan         : Anggota Polri (Mantan Kepala Kepolosian Resort 
Jayapura)  
3.DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM 
 Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc Kejaksaan Agung RI dalam surat 
dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap terdakwa  Kombes. Pol. Drs. Daud 
Sihombing, SH. dengan dakwaan kumulasi sebagai berikut :  
KESATU 
Bahwa ia Terdakwa Ajun Komisaris Besar Polisi, sekarang Komisaris Besar 
Polisi Drs. DAUD SIHOMBING, SH. Selaku atasan, yakni Kepala Kepolisian 
Resort (KAPOLRES) Jayapura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: Skep/1045/IX/1999 
tanggal 13 September 1999, pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 15 Desember 
2000 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000, bertempat di Markas Kepolisian 
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Resort Jayapura atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 
Pengadilan Negeri Makassar, tidak melakukan pengendalian secara patut dan 
benar terhadap bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara sadar 
mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukan bahwa bawahannya 
sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia 
(HAM) berat. Yakni berupa pembunuhan; bahwa perbuatan tersebut dilakukan 
sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa 
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, terdakwa 
tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup 
kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan 
penyelidikan, penyidikan  dan penuntutan; terdakwa selaku atasan yakni Kepala 
Kepolisian Resort (KAPOLRES) Jayapura yang mempunyai kekuasaan untuk 
mengendalikan bawahannya secara efektif dalam mencari dan menemukan 
orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura. 
Terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya sehingga 
mengakibatkan korban 2 (dua) orang penduduk sipil meninggal dunia yakni atas 
nama JONI KARUNGU dan ORI NDRONGGI. Yang dilakukan terdakwa 
dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut: 
1.Bahwa pada hari kamis, tanggal 7 desember 2000, kira-kira pukul 01.30 WIT 
telah datang ke Mapolsek Abepura sekitar 30 (tiga puluh) orang papua dengan 
dalih mau melapor, tetapi ternyata mereka langsung menyerang petugas jaga 
dengan menggunakan senjata tajam berupa kampak dan parang, lalu mereka 
merampas 1(satu) pucuk senjata api jenis Mouser yang dipegang oleh anggota 
polsek Abepura-Sertu DARMO; 
2.Bahwa akibat penyerangan tersebut 1 (satu) orang anggota polsek Abepura-
Serka PETRUS EPPA meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anggota polsek 
Abepura lainnya yakni Sertu DARMO, Serka MESAK KARENI dan Serma 
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YOYOK SUGIARTO menderita luka-luka. Selain itu, sebagian peralatan 
penjagaan polsek abepura mengalami kerusakan; 
3.Bahwa sesudah kejadian penyerangan tersebut, kelompok orang-orang papua 
tersebut pergi meninggalkan mapolsek abepura. Tidak lama kemudian, terlihat 
kobaran api di daerah pertokoan di lingkaran atau bundaran abepura. 
Kelompok orang-orang papua tersebut juga merusak dan membakar gedung 
kantor otonomi propinsi irian jaya atau papua serta membunuh seorang 
anggota satpam kantor tersebut yang bernama MARKUS PADAMA; 
4.Bahwa pada waktu terjadinya penyerangan tersebut salah seorang anggota 
polsek abepura yang bernama Serka MESAK KARENI berhasil meloloskan 
diri. Kemudian dengan nenumpang sebuah mobil yang lewat Serka MESAK 
KARENI diantar ke Markas Komando Brimob Polda Kotaraja, untuk 
melaporkan bahwa mapolsek abepura diserang. Laporan tersebut diterima oleh 
Perwira Piket yang bernama ABDUL RAJAK HAMID, yang selanjutnya 
menyampaikan laporan tersebut Kepada Komandan Satuan Brimob Polda 
Irian Jaya atau Papua, sekarang Kombes Polisi Daud Sihombing, SH; 
5.Bahwa setelah Superintendent Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing, SH selaku 
atasan, yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya atau Papua 
menerima laporan tentang penyerangan Mapolsek Abepura tersebut, kira-kira 
pada pukul 02.00 WIT memerintahkan perwira pengawas membunyikan sirine 
sebagai panggilan luar biasa kepada semua anggota Satuan Brimob Polda 
Papua yang ada di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya atau Papua di 
Kotaraja untuk berkumpul di lapangan, termasuk 1 (satu) kompi anggota 
satuan brimob dari resimen III kelapa dua Jakarta, yang telah berada di 
Jayapura sejak tanggal 1 Desember 2000. Dengan pakaian seragam lengkap 
dengan membawa senjata api jenis SS.1 lengkap dengan amunisi berupa 
peluru hampa, peluru karet dan peluru tajam; 
6.Bahwa setelah mengkonsolidasikan anggota satuannya di Markas Komando 
Brimob Polda Irian Jaya atau Papua di Kotaraja, kemudian memerintahkan 
anggota satuannya untuk membantu Kapolsek Abepura, melakukan operasi 
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pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang telah diduga 
melakukan penyerangan di mapolsek abepura sebagai berikut :  
6.1.  Satuan Brimob Polda Irian Jaya atau Papua di bawah pimpinan Bripka 
HANS FAIRNAP, pada kira-kira pukul 02.30 WIT, melakukan operasi 
pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, 
yakni orang-orang papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di 
asrama NINMIN di jalan Biak abepura dan menangkap 27 (dua tujuh) 
orang penduduk sipil yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki-laki, 
yakni :  






7.JONI KARUNGGU  
8.DANIEL ELOPERE 
9.RUBUS KOGEYA  
10. ORI NDRONGGI 
11. NATANIEL WESAREAK 
12. ATNI WESAREAK  
13. ATE WESAREAK  
14. ELIPANUS WESAREAK 
15. ANIAS UBRUANGGE 
16. MEKI KOGOYA  
17. ELIA WANDIKBO 
18. SIMSON WEYA  
dan 9 (sembilan) orang perempuan, yakni:  
1. EBENIA WANDIKBO 
2. LORY WANDIKBO 
3. TANDINA GWIJANGGE 
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4. YOLINCE GWIJANGGE  
5. MARTINA GWIJANGGE 
6. IPLENA KOYOGA  
7. RAGA KOYOGA  
8. SEMINA TABUNI  
9. IRENE KARUNGGU 
Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke mapolres jayapura; 
6.2.  Satuan Brimob Polda Irian Jaya atau papua di bawah pimpinan Bripka 
ZAWAL HALIM. Pada kira-kira pukul 05.30 WIT, melakukan operasi 
pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, 
yakni orang-orang papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di 
pemukiman Warga asal Kotalima Memberamo dan Wamena Barat di 
Abe Pantai dan menangkap 4 (empat) orang-penduduk sipil, yakni :    
1.MATIAS HELUKA  
2.YAPAM YOKOSAM  
3.YONIS WANIMBO 
4.ARNOLD MUNDU SOKLAYO 
6.3.  Satuan Brimob Polda Brimob Irian Jaya atau Papua di bawah pimpinan 
Iptu SURYO SUDARMADI, pada kira-kira pukul 05.30 WIT, 
melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil 
yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena 
yang ada di Asrama Yapen Waropen (YAWA) dan menangkap 5 (lima) 
orang penduduk sipil, yakni : 
1. YASON AWORI 
2. YEDIT KOROMAT 
3. JOHN AYER 
4. DJEAN EVICK S. MAMBRASAR 
5. TIMOTIUS B. SIRAMI 
Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolsek Abepura;  
Pada hari itu juga, kira-kira pukul 08.00 WIT. Iptu SURYO SUDARMADI 
melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang 
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dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di 
Pemukiman Warga Suku Memberamo dan Wamena Barat di Jalan Baru 
Kotaraja dan menangkap lebih kurang 48 (empat puluh delapan) orang 
penduduk sipil, yakni antara lain : 
1.YULIES KOGOYA 
2.PITER KOGOYA 






Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura; 
 Dan kira-kira pada pukul 23.00 WIT, Iptu SURYO SUDARMADI 
melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan lagi terhadap penduduk sipil 
yang dicurigai, yakni orang-orang Papua yang terutama suku (etnis) Wamena 
di Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) di Komplek Perumahan BTN 
Puskopad Abepura dan menangkap lebih kurang 14 (empat belas) orang 








Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura; 
7.Bahwa penduduk sipil sebanyak lebih kurang 99 (sembilan puluh sembilan)        
orang yang ditangkap oleh Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya atau 
Papua tersebut dibawa ke Mapolsek Abepura dan Mapolres Jayapura dengan 
perincian sebagai berikut : 
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7.1 Di Mapolsek Abepura sebanyak 9 (sembilan) orang penduduk sipil dengan  
rincian sebagai berikut : 
- 4 (empat) orang penduduk sipil dari Pemukiman Warga asal Kotalima  




4.ARNOL MUNDU SOKLAYO 





4.DJEAN EVICK S. MAMBRASAR 
5.TIMOTIUS B. SIRAMI 
7.2 Di Mapolres Jayapura sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) orang 
penduduk sipil dengan rincian sebagai berikut : 
- 27 (dua puluh tujuh) orang penduduk sipil dari Asrama NINMIN di 
Jalan Biak Abepura, yakni ; 
1. PENEAS LOKBERE (Ketua Asrama) 
2. PESUT LOKBERE 
3. ANDRIANUS GWIJANGGE 
4. SELIUS GWIJANGGE 
5. ERIAS GWIJANGGE 
6. AMION KARUNGGU 
7. JONI KARUNGGU 
8. DANIEL ELOPERE 
9. RUBUS KOGEYA 
10. ORI NDRONGGI 
11. NATANIEL WESAREAK 
12. ATNI WESAREAK 
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13. ATE WESAREAK 
14. ELIPANUS WESAREAK 
15. ENIAS UBRUANGGE 
16. MEKI KOGOYA 
17. ELIA WANDIKBO 
18. SIMSON WEYA 
19. EBENIA WANDIKBO 
20. LORY WANDIKBO 
21. TANDINA GWIJANGGE 
22. YOLINCE GWIJANGGE 
23. MARTINA GWIJANGGE 
24. IPLENA KOGOYA 
25. RAGA KOGOYA 
26. SEMINA TABUNI 
27. IRENE KARUNGGU  
- Lebih kurang 48 (empat puluh delapan) orang penduduk sipil dari 
pemukiman warga suku Memberamo dan Wamena Barat di Jalan Baru 
Kotaraja, yakni antara lain :  
1. YUILES KOGOYA  
2. PITER KOGOYA  
3. JHON JAKATIO WAKUR 
4. BEILES ENEMBE  
5. NOKI WONDA 
6. ABENUS VVONDA  
7. YUNUS KAGOYA  
- Lebih kurang 14 (empat belas) orang penduduk sipil dari Asrama Ikatan 
Mahasiswi Iiaga (IMI) di komplek perumahan BTN PUSKOPAD 
Abepura, yakni antara lain :  
1. AMUS WAKERKWA 
2. ANDREAS WAKER  
3. ATEN MOM 
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4. TIMUNIUS WAKERKWA  
5. OBET WONDA 
6. TOPILUS MURIB  
7. DENI DEGEY; 
- 1 (satu) orang penduduk sipil dari pemukiman warga suku asal Yali 
Anggruh di Daerah Skyine, kecamatan Jayapura Selatan, yakni 
LILIMUS SUHUNIAP; 
9.Bahwa terhadap lebih kurang 99 (sembilan puluh sembilan) orang penduduk 
sipil tersebut, baik pada waktu mereka turun dari atas mobil truck, 
dikumpulkan di halaman Mapolsek Abepura dan Mapolsek Jayapura, 
dimasukkan ke dalam sel tahanan maupun pada waktu dibawa ke ruang 
pemeriksaan (Ruang Reserse), dilakukan tindakan-tindakan kekerasan baik 
secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri oleh anggota Polsek 
Abepura dan Polres Jayapura dengan cara-cara antara lain :  
- Memukul dengan menggunakan popor senjata, rotan, tongkat dan kayu, 
sekop, kayu balok ukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat besi dan tongkat dari 
karet; 
- Menendang dengan sepatu lars; 
- Menyulut dengan korek api; 
- Menampar; 
- Menyiram dengan air kotor; 
- Menjemurdi terik panas matahari; 
Bahwa selanjutnya terhadap JONI KARUNGGU dan ORI NDRONGGI 
dilakukan pemukulan oleh anggota-anggota Polres Jayapura dengan 
menggunakan skop dan benda-benda lainnya yang ditujukan ke bagian tubuh 
yang mematikan antara lain bagian kepala, yang mengakibatkan kematian 
JONI KARUNGGU sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/173 
tanggal 13 Desember 2000 atas nama JONI KARUNGGU dan Visum Et 
Repertum Nomor 353/175 tanggal 13 Desember 2000 atas nama ORI 
NDRONGGI yang dikeluarkan oleh RSUD Jayapura yang menyimpulkan 
bahwa keduanya telah mengalami benturan keras dengan benda tumpul pada 
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belakang kepala sebelum kematiannya dan mati akibat retakan tulang dasar 
tengkorak.  
9.Bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berta berupa pembunuhan atas diri 
JONI KARUNGGU dan ORI NDRINGGO tersebut yang dilakukan oleh 
anggota Polres Jayapura, terdakwa selaku atasan , yakni Kepala Kepolisisan 
Resort Jayapura yang mempunyai kekuasaan dan pengendalian yang efektif  
terhadap bawahannya dan terdakwa mengetahui atau secara sadar 
mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya 
sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, 
tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang dan lingkup 
kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya 
tersebut atau menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.   
Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a 
dan b jis, Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a dan Pasal 37 Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan,  
KEDUA  
Bahwa ia Terdakwa Ajun Komisaris Besar Polisi, sekarang Komisaris Besar 
Polisi Drs. DAUD SIHOMBING, SH selaku atasan yakni Kepala Kepolisian 
Resort Jayapura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor Polisi: SKEP-1045/1X/1999 tanggal 13 September 
1999, pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 15 desember 2000 atau setidak-
tidaknya dalam bulan Desember 2000, bertempat di Markas Kepolisian sektor 
Abepura dan Markas Kepolisian Resort Jayapura atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan hak 
asasi manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak melakukan 
pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di 
bawah komando dan pengendaliannya yang efektif. Di mana terdakwa 
mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas 
menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni berupa 
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perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara 
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum 
internasioanl. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari 
serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut 
ditujukam secara langsung terhadap penduduk sipil, dan terdakwa tidak 
mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup 
kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan 
penyelidikan., penyidikan dan penuntutan. Terdakwa selaku atasan yakni 
Kepala Kepolisian Resort Jayapura yang mempunyai kekuasaan untuk  
mengendalikan pasukannya secara efektif dalam mencari dan menemukan 
orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura  
terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya, sehingga 
terjadi tindakan perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik 
lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok 
hukum internasional yang dilakukan oleh anggota polsek abepura dan anggota 
polres jayapura terhadap lebih kurang 97 (sembilan puluh tujuh) orang 
penduduk sipil yang ditangkap oleh anggota satuan Brimob polda irian jaya 
atau papua yang dibawa ke mapolsek abepura sebanyak 9 (sembilan) orang 
penduduk sipil dengan perincian sebagai berikut : 
1. Di Mapolsek abepura sebanyak 9 (sembilan) orang penduduk sipil dengan 
rincian sebagai berikut : 
- 4 (empat) orang penduduk sipil dari pemukiman warga asal kotalima 
memberamo dan wamena barat di abe pantai, yakni : 
1.MATIAS HELUKA 
2.YAPAM YOKOSAM  
3.YONIR WANIMBO  
4.ARNOL MUNDU SOKLAYO  
- 5 (lima) orang penduduk sipil dari asrama yapen waropen (YAWA), 
yakni : 
1.YASON AWORI  
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2.YEDIT KOROMAT  
3.JOHN AYER  
4.DJEAN EVICK S. MAMBRASAR 
5.TIMOTIUS B. SIRAMI.  
2. Di Mapolsek  jayapura sebanyak lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) 
orang penduduk sipil dengan rincian sebagai berikut : 
- 25 (dua puluh lima) orang penduduk sipil dari asrama NINMIN di jalan 
biak abepura, yakni : 
1.PENEAS LOKBERE (Ketua Asrama) 
2.PESUT LOKBERE 
3.ANDRIANUS GWIJANGGE  
4.SELIUS GWIJANGGE  
5.ERIAS GWIJANGGE 
6.AMION KARUNGGU  
   7. DANIEL ELOPERE  
   8. RUBUS KOGEYA 
   9. NATANIEL WESAREAK 
 10. ATNIWESAREAK 
 11. ATE WESAREAK  
 12. ELIPANUS WESAREAK 
 13. ENIAS UBRUANGGE  
 14. MEKI KOGOYA  
 15. ELLA WANDIKBO 
 16. SIMSON WEYA  
 17. EBENIA WANDIKBO 
 18. LORY WANDIKBO  
 19. TANDINA GWIJANGGE 
 20. YOLINCE GWIJANGGE 
 21. MARTINA GWIJANGGE  
 22. IPLENA KOGOYA  
 23. RAGA KOGOYA  
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 24. SEMINA T. ABUNI 
 25. IRENE KARUNGGU 
- Lebih kurang 48 (empat puluh delapan) orang 
penduduk sipil dari pemukiman warga suku 
Memberamo dan Wamena Narat di Jalan Baru 
Kotaraja, yakni antara lain :  
1. YUILES KOGOYA  
2. PITER KOGOYA  
3. JHON JAKATIO WAKUR  
4. BEILES ENEMBE  
5. NOKI WONDA 
6. ABENUS WONDA 
7. YUNUS KAGOYA 
- Lebih kurang 14 (empat belas) orang penduduk sipil 
dari Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) di Komplek 
Perumahan BTN PUSKOPAD Abepura, yakni antara 
lain : 
1. AMUS WAKERKWA  
2. ANDREAS WAKER  
3. ATEN MOM  
4. TIMUNIUS WAKERKWA 
5. OBET WONDA 
6. TOPILUS MURIB 
7. DENI DEGEY  
- 1 (satu) orang penduduk sipil dari pemukiman warga 
suku asal Yali Anggruh di daerah Skyline, kecamatan 
Jayapura selatan, yakni LILIMUS SUHUNIAP yang 
dilakukan terdakwadalam keadaan dan dengan cara 
sebagai berikut : 
1. Bahwa penduduk sipil sebanyak lebih kurang 97 
(sembilan puluh tujuh) orang tersebut telah ditahan 
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tanpa didasari dengan surat perintah penahanan dan 
surat-surat lainnya yang sah; 
2. Bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berat 
berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan 
kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang 
melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum 
internasional yang dilakukan oleh anggota Polsek 
Abepura dan Polres Jayapura tersebut, terdakwa 
selaku atasan yakni Kepala Kepolisisan Resort 
Jayapura yang mempunyai kekuasaan untuk 
mengendalikan pasukannya, tidak melakukan atau 
mengambil tindakan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kewenangannya, untuk 
mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut 
atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang 
berwenang untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan.  
Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
42 ayat (2) huruf a dan b jis, Pasal 7 huruf b, Pasal 9 
huruf e dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentan Pengadilan Hak Asasi Manusia.   
Dan  
KETIGA  
Bahwa ia terdakwa Ajun Komisaris Besar Polisi, sekarang Komisaris Besar 
Polisi Drs. DAUD SIHOBING, SH., selaku atasan yakni Kepala Kepolisian 
Resort Jayapura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor Polisi: Skep-1045/IX/1999 tanggal 13 
September 1999, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan dalam 
dakwaan kedua di atas, tidak melakukan pengendalian secara patut dan 
benar terhadap bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendaliannya yang efektif dimana terdakwa mengetahui atau secara 
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sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa 
bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat yakni berupa penyiksaan.  
Bahwa perbuatan penyiksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari 
serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan 
tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dan terdakwa 
tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup 
kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untukk dilakukan 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Terdakwa selaku atasan yakni 
Kepala Kepolisisan Resort Jayapura yang mempunyai kekuasaan untuk 
mengendalikan bawahannya secara efektif, dalam mencari dan menemukan 
orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura. 
Terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya sehingga 
terjadi penyiksaan terhadap lebih kurang 97 (sembilan puluh tujuh) orang 
penduduk sipil yang ditangkap oleh anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya 
atau Mapua dalam operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang 
yang diduga pelaku penyerangan mapolsek Abepura dengan perincian dan 
dengan cara sebagai berikut :  
1.  Di Mapolsek Abepura sebanyak 9 (sembilan) orang penduduk 
sipil dengan rincian sebagai berikut :  
- 4 (empat) orang penduduk sipil dari pemukiman warga asal 
Kotalima Memberamo dan Wamena Barat di Abepura Pantai 
yakni: 
1. MATIAS HELUKA  
2. YAPAM YOSOKAM 
3. YOSIM WANIMBO 
4. ARNOL MUNDU SOKLAYO 
Dengan cara antara lain memukul mereka dengan popor 
senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu balok ukuran 5 
x 10 cm, batu bata, kawat besi dari tongkat dari karet, 
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menendang dengan sepatu lars,menyulut dengan korek api, 
menampar, menyiran dengan air kotor dan menjemur mereka 
diterik panas matahari yang mengakibatkan saksi korban 
ARNOL MUNDU SOKLAYO menderita benjolan pada 
punggung kiri bawah setinggi processus spinosus vertebra 
thoracalis 10 sampai vertebra limbatis 2 bagian atas (dengan 
diameter kurang lebih 10 x 10 x 11/2 cm3) nyeri tekan, lunak, 
permulaan halus, kesan berkapsul, nyeri tekan pada processus 
spinoses vertebra thoracafis 7 ke bawah sampai saerum, 
terutama lumbal 4 – 5.  
Hasil rontgen foto lumbo saeral processus anterior dan lateral 
didapatkan kesan faktur kompresi pada corpus vertebra 
lumba 4 sesuai Visum Et Repertum Nomor : 
SV/28/IV/2002/RSAL tanggal 4 April 2002 atas nama 
ARNOL MUNDU SAKLAYO.  
- 5 (lima) orang penduduk sipil dari asrama Yapen Waropen 
(YAWA), yakni : 
1. YASONAWORI  
2.  YEDIT KOROMAT 
3.  JOHN AYE 
4.  DJEAN EVICK S. MAMBRISAR 
5. TIMOTIUS B. SIRAMI 
Dengan cara antara lain memukul mereka dengan popor 
senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu balok ukuran 5 
x 10 cm, batu bata, kawat besi, tongkat dan karet, menendang 
dengan sepatu lars, menyulut dengan korek api, menampar, 
menyiram dengan air kotor dan menjemur mereka di terik 
matahari yang mengakibatkan saksi korban YASON AWORI 
menderita luka bengkak dan memar pada hidung, mata dan 
punggung, luka lecet pada punggung, luka lecet pada 
punggung dan tangan sesuai dengan Visum Et Repertum 
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tanggal 5 April 2002 atas nama YASON AWORI. Saksi 
korban YEDIT KOROMAT menderita pendarahan pada 
kepala bagian belakang dan dalam mata kanan, luka memar 
pada mata kiri,hidung, bibir, pipi dan rahang bawah, luka 
bengkak pada leher, luka lecet tidak beraturan pada punggung 
dan luka robek pada kaki kiri sesuai dengan Visum Et 
Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama YEDIT 
KORAMAT.  
2.  Di Mapolres Jayapura sebanyak lebih kurang 88 (delapan puluh 
delapan) orang penduduk sipil dengan rician sebagai berikut: 
- 27 (dua puluh tujuh) orang penduduk sipil dari asrama 
NINMIN di jalan Biak Abepura yakni : 
         1. PENEAS IOKBERE (Ketua Asrama) 
         2. PESUT LOKBERE  
         3. ANDRIANUS GWIJANGGE 
         4. SELIUS GWIJANGGE 
         5. ERIAS GWIJANGGE  
         6. AMION KARUNGGU 
         7. DANIEL ELOPERE 
         8. RUBUS KOGEYA  
         9. NATANIEL WESAREAK  
       10. ATNI WESAREAK 
       11. ATE WESAREAK  
       12. ELIPANUS WESAREAK  
       13. ENIAS UBRUANGGE  
       14. MEKI KOGOYA  
       15. ELIA WANDIKBO 
       16. SIMSON WEYA  
       17. EBENIA WANDIKBO 
       18. LORY WANDIKBO 
       19. TANDINA GWIJANGGE 
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       20. YOLINCE GWIJANGGE  
       21. MARTINA GWIJANGGE  
       22. IPLENA KOGOYA  
       23. RAGA KOGOYA  
       24. SEMINA TABUNI 
       25. IRENE KARUNGGU  
   Dengan cara antara lain memukuli mereka dengan popor 
senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu balok ukuran 5 x 
10 cm, batu bata, kawat besi dan tongkat dari karet, menendang 
dengan sepatu lars, menyulut dengan korek apai, menampar, 
menyiram dengan air kotor dan menjemur mereka di terik 
matahari yang mengakibatkan saksi korban PENEAS 
LOKBERE menderita luka lecet pada kening kepala bagian 
belakang, punggung dan kedua tangan (kiri dan kanan), luka 
memar dan bengkak pada kedua mata, hidung dan bibir atas 
sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas 
nama PENIAS LOKBERE, saksi korban PESUT LOKBERE 
menderita pendarahan pada mata kiri dan hidung, luka memar 
pada mata, hidung, mulut dan pipi kiri, luka lecet yang tidak 
beraturan pada punggung dan luka robek pada bokong kanan 
sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas 
nama PESUT LOKBERE saksi korban ENIAS UBRUANGGE 
menderita luka memar pada mata, hidung dan bibir bawah, 
pendarahan pada mata kiri, luka robek pada kepala bagian 
belakang dan kaki kiri, luka lecet pada punggung dan lengan 
kiri sesuai dengan visum et repertum tangaal 5 april 2002 atas 
nama ERIAS UBRUANGGE saksikorban SIMSON WEYA 
menderita luka lecet di atas mata kanan dan punggung, 
pendarahan dalam mata, mulut dan hidung, luka bengkak pada 
mata kanan dan kaki kiri sesuai dengan visum et repertum 
tanggal 5 april 2002 atsa nama SIMSON.  
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- Lebih kurang 48 (empat puluh delapan) orang penduduk sipil 
dari pemukiman warga suku Memberamo dan Wamena Barat 
di Jalan Baru Kotaraja yakni antara lain:  
1. YULIES KOGOYA  
2. PITER KOGOYA  
3. JHON JAKATIO WAKUR 
4. BEILES ENEMBE 
5. NOKI WONDA 
6. ABENUS WONDA  
7. YUNUS KAGOYA  
Dengan cara antara lain memukuli mereka dengan 
popor senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu 
balok ukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat besi dan 
tongkat dari karet, menendang dengan sepatu lars, 
menyulut dengan korek api, menampar, menyiram 
dengan air kotor dan menjemur mereka di terik 
matahari. 
- 14 (empat belas)orang penduduk sipil dari Asrama Ikatan 
Mahasiswa Ilga (IMI) di Komplek Perumahan BTN 
PUSKOPAD Abepura yakni antara lain :  
1. AMUS WAKERKWA 
2. ANDREAS WAKER  
3. TIMUNIUS WAKERKWA 
4. OBET WANDA  
5. TOPILUS MURIB 
6. DENI DEGEY 
Dengan cara antara lain memukuli mereka dengan 
popor senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu 
balok ukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat besi dan 
tongkat dari karet, menendang dengan sepatu lars, 
menyulut dengan korek api, menampar, menyiram 
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dengan air kotor dan menjemur mereka di terik 
matahari yang mengakibatkan saksi korban ANDREAS 
WAKER menderita luka memar pada bibir bagian 
dalam, luka lecet yang tidak beraturan pada punggung, 
luka robek pada bokong dan bengkak pada kedua 
tungkai, sesuai dengan visum et repertum tanggal 5 
april 2002 atas nama ANDREAS WAKER saksi 
korban ATEN MOM menderita pendarahan dalam 
mata  dan hidung, luka robek pada alis mata kanan dan 
kening sesui dengan visum et repertum tanggal 5 april 
2002 atas nama ATTEN MOM.  
-  1 (satu) orang penduduk sipil dari pemukiman warga suku asal 
Yali Anggruh di daerah Skylino, kecamatan Jayapura Selatan 
yaitu LILIMUS SUHUNIAP dengan dengan cara antara lain 
memukuli mereka dengan popor senjata, rotan, tongkat dari 
kayu, sekop, kayu balok ukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat 
besi dan tongkat dari karet, menendang dengan sepatu lars, 
menyulut dengan korek api, menampar, menyiram dengan air 
kotor dan menjemur mereka di terik matahari; 
3. Bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berat berupa 
penyiksaan, yang dilakukan oleh anggota Polsek Abepura dan 
Polres Jyapura tersebut, terdakwa selaku atasan yakni Kepala 
Kepolisian Resort Jayapura yang mempunyai kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif terhadap bawahannya dan terdakwa 
mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara 
jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau 
baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, tidak 
melakukan tindakn yang layak dan diperlukan dalam ruang 
lingkup kewenangannya, untuk mencegah atau menghentikan 
perbuatan bawahannya tersebutatau menyerahkannya kepada 
pejabat yang berwenang untuk dilakukannya penyelidikan, 
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penyidikan dan penuntutan. Perbuatan mana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis, Pasal 7 huruf b, 
Pasal 9 huruf f dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.  
 
 
4. TUNTUTAN  
     Mahkamah Agung membacakan tuntutan pidana Jaksa atau Penuntut 
Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 16 
Juni 2005 sebagai berikut : 
1.  Menyatakan terdakwa Kombes Polisi Drs. DAUD SIHOMBING, SH. 
Terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat sebagaimana 
tersebut dalam dakwaan;  
Kesatu  
Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis, Pasal 7 huruf b, jis Pasal 9 huruf a 
dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia; 
Kedua  
Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis, Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf  f dan 
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia; 
Ketiga  
Pasal 42 ayat (2) huruf  a dan b jis, Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf  f dan 
Pasal 37 undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak 
asasi manusia;  
2.  Menghukum terdakwa Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing, SH. Oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara; 
3.   Menetapkan barang bukti: barang bukti berupa Medical Record (visum 
et repertum) tetap dilampirkan dalam berkas; 
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4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 
5.000,-  
5.   AMAR PUTUSAN PENGADILAN HAM AD HOC 
Membaca Putusan pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc pada Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor 02/PID.HAM/ABEPURA/2004/PN.Mks. tanggal 
9 September 2005 yang amar putusannya sebagai berikut :  
1.  Menyatakan bahwa terdakwa Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing, SH. 
Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan 
terhadap kemanusiaan seperti yang didakwakan baik dalam dakwaan 
kesatu, maupun dakwaan kedua dan dakwaan ketiga; 
2.  Membebaskan terdakwa Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing, SH. Oleh 
karena itu dakwaan-dakwaan tersebut; 
3.  Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat 
serta martabatnya; 
4.  Menyatakan bahwa barang bukti berupa surat-surat Medical Record 
(visum et repertum) tetap terlampir dalam berkas perkara; 
5.  Menyatakan bahwa barang bukti senjata tajam berupa busur, panah, 
parang, kampak dan tombak yang disita oleh polres jayapura 
dinyatakan dikembalikan kepada Polres Jayapura untuk digunakan 
dalam perkara lain; 
6.  Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada negara.  
           Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.41/Akta 
Pid/2005/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri 
Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2005 
Jaksa atau Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan 
Pengadilan Negeri tersebut : 
       Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 September 2005 dari 
Jaksa atau Penuntut Umum Ad Hoc sebagai Pemohon Kasasi yang 
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diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 
Oktober 2005; 
      Membaca surat –surat yang bersangkutan : 
                   Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah 
diberitahukan kepada Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc 
pada tanggal 9 September 2005 dan Pemohon Kasasi atau Jaksa atau 
Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 
September 2005 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Oktober 2005, dengan 
demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan 
dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;  
                   Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara 
pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadialn lain, 
selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum 
dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung 
kecuali terhadap putusan bebas; 
                   Menimbang, bahwa akan tetapi mahkamah agung berpendapat 
bahwa selaku badan peradilam tertinggi yang mempuntai tugas untuk 
membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang 
diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah 
Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan 
permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang 
menbebaskan terdakwa yaitu guna memtukan sudah tepat dan adilkah 
putusan pengadilan bawahannya itu; 
6.   ALASAN PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM AD 
HOC 
Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang 
sudah ada apabila ternayat putusan pengadilan yang membebaskan 
terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai 
ketentuan pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
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Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak 
dapat diterima; 
                   Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan 
pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang 
dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak 
terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila 
pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu 
pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini 
tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar 
pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni 
harus menerima permohonan kasasi tersebut;  
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi atau Jaksa atau Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai 
berikut :  
 Bahwa pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar yang 
telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di 
atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut “tidak 
menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak 
sebagaimana mestinya” (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yakni 
Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan tentang “kejahatan 
kemanusiaan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang 
didakwakan kepada terdakwa Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing, SH.  
Pasal 9 berbunyi :  
“ Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai 
bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya 
bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap 
penduduk sipil; penjelasan Pasal 9 menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan " serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk 
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sipil “ adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap 
penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan 
yang berhubungan dengan organisasi;   
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim HAM dalam menjatuhkan 
putusannya tersebut antara lain sebagai berikut :  
- Menimbang, bahwa pembuat undang-undang telah merumuskan 
kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam Pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan 
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil, sebagaimana diketahui bahwa dalam ilmu 
hukum pidana, perumusan dari tiap-tiap delik adalah menganut 
sistem pendefinisian yang berarti terdiri dari unsur-unsur atau 
elemen-elemen delik, yang oleh H.M. Van Bemmelen disebutkan 
sebagai bagian inti delik; jadi bagian inti delik dari Pasal 9 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah : 
1. Adanya serangan; 
2. Meluas atau sistematik; 
3. Ditujukan kepada penduduk sipil. 
-   Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan resmi dari Pasal 9 
tersebut, maka dari kata-kata yang berbunyi “rangkaian perbuatan 
sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang 
berhubungan dengan organisasi“. Dengan penjelasan pasal tersebut, 
maka dapat menimbulkan polemik yaitu apakah kata “kebijakan” 
tersebut termasuk bagian inti delik, maka apa fungsinya atau 
peranannya di dalam Pasal 9. Majelis Hakim berpendapat bahwa 
kebijakan bukanlah bagian inti delik, tetapi fungsinya lebih dalam, 
yaitu merupakan “jiwa atau roh” dari serangan meluas atau 
sistematik dan ditijikan kepada penduduk sipil. Selanjutnya Majelis 
Hakim memahami kata Kebijakan” dalam Pasal 9 adalah dalam 
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lingkup pengertian policy, ide atau gagasan yang bersifat melawan 
hukum atau tercela.  
-  Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas 
kemudian dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan 
kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 9 undang-
undang nomor 26 tahun 2000, Majelis Hakim memperoleh 
kesimpulan  sebagai berikut : 
1.   Bahwa walaupun berakibat ada yang meninggal atau mati dari 
kelompok orang yang tidak dikenal dan adalah penduduk sipil, 
tetapi kematiaannya bukan disebabkan adanya serangan dari 
anggota Kepolisian atau Brimob sebagai kelajutan dari adanya 
kebijakan penguasa atau organisasi; 
2.  Bahwa kematian dan luka-luka dari sekelompok orang-orang 
atau penduduk sipil tersebut adalah diakibatkan karena adanya 
ekses dalam proses pengejaran, penangkapan dan pemeriksaan 
oleh pihak Kepolisian; 
3.   Bahwa kematian dan luka-luka yang dialami penduduk sipil 
tersebut sama sekali tidak termasuk dalam pengertian serangan 
yang meluas atau sistematik. Sebab wilayahnya terbatas dalam 
wilayah hukum Kecamatan Abepura, setidak-tidaknya dalam 
wilayah hukum Kabupaten Jayappura. Jumlah pihak yang 
meninggal di pihak polisi, tidak berakibat serius, sebagaimana 
beberapa saksi menyatakan bahwa kejadian semacam itu di 
papua adalah biasa terjadi penangkapan dan pengejaran tidak 
merupakan tindakan yang teroganisir menurut pola tertentu 
dan tidak dilakukan secara berulang kali; 
4.   Kematian dan luka-luka yang dialami oleh kelompok orang-
orang yang tidak dikenal atau penduduk sipil tersebut 
bukanlah menjadi tujuan atau maksud dari pihak polisi atau 
brimob, tetapi tujuannya adalah menangkap dan memeriksa 
orang-orang yang melakukan penyerangan terhadap 
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Mapolsek Abepura dan pembakaran ruko-ruko di lingkaran 
Abepura kematian dan luka-luka yang dialami oleh orang-
orang yang tidak dikenal atau penduduk sipil adalah sebagai 
akibat dari tindakan kepolisian yang bersumber pada asas 
deskresi yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian.  
 -  Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka 
Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian inti dari kejahatan 
terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 9 undang-undang 
nomor 26 tahun 2000 adalah tidak terpenuhi sehingga tidak 
terbukti; 
 -  Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang 
menyangkut dakwaan kesatu dari Penuntut Umum Ad Hoc yang 
berkaitan dengan Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah digunakan 
dalam dakwaan kesatu diambil alih dan diberlakukan untuk 
dakwaan kedua dan ketiga, sehingga secara mutatis mutandis 
segala argumentasi dalam pertimbangan dari pembuktian pada 
dakwaan kesatu berlaku juga untuk dakwaan kedua dan ketiga.;  
 -    Menimbang, bahwa berdasarkan uraian secara keseluruhan di atas, 
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang 
menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam hal 
ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tidak 
terbukti secara sah dan menyakinkan oleh karenanya terdakwa 
tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap 
tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang merupakan 
kejahatan terhadap kemanusiaan.  
        Bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim tersebut di atas, 
pemohon kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim telah keliru 
dalam menafsirkan tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan” 
tersebut, khususnya mengenai penjelasan Pasal 9 Undang-
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Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil sebagai “kelanjutan kebijakan penguasa 
atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi”.  
         Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa 
kebijakan penguasa dimaksud harus merupakan suatu kebijakan 
yang berperan sebagai “roh atau jiwa” dari serangan yang meluas 
atau sistematik dan secara langsung ditujukan kepada penduduk 
sipil dan kebijakan penguasa tersebut adalah dalam ruang 
lingkup pengertian policy, ide atau gagasan yang bersifat 
melawan hukum atau tercela, adalah bertentangan dengan 
kehendak dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia yang justru menuntut seorang atasan polisi untuk 
melakukan pengendalian yang efektif terhadap bawahannya 
secara patut dan benar dengan cara melakukan pencegahan agar 
bawahannya tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat atau menghentikan bawahan yang sedang melakukan 
perbuatan tersebut atau menyerahkan bawahannya itu kepada 
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan. 
       Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan 
yakni : 
1. Adanya pasukan yang digerakkan dari Markas Kepolisian 
Resort Jayapura dan dari Markas Kepolisian Resort Jayapura 
ke Markas Sektor Abepura pada tanggal 7 Desember 2000 dini 
hari dalam rangka melakukan pengejaran dan penangkapan 
terhadap orang-orang yang diduga melakukan penyerangan 
Mapolsek Abepura; 
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2. Pasukan yang melakukan pengejaran dan penangkapan 
tersebut dilengkapi dengan senjata dan amunisi peluru hampa, 
peluru karet dan peluru tajam; 
3. Lokasi pengejaran dan penangkapan meliputi Asrama Ninmin, 
Asrama IMI, Asrama Yawa, pemukiman di jalan Baru 
Kotaraja, pemukiman di Abepura Pantai dan pemukiman di 
Skyline yang penghuninya adalah penduduk sipil yang berasal 
dari Wamena; 
4. Pasukan yang melakukan pengejaran, penangkapan dan 
penahanan tersebut tidak dilengkapi dengan surat perintah 
penangkapan dan penahanan; 
5. Dalam pengejaran, penangkapan dan penahanan tersebut 
ditemukan 2 (dua) orang penduduk sipil meninggal dunia 
yakni atas nama Ori Dronggi dan Joni Karunggu, masing-
masing berdasarkan visum et repertum No.353/175 dan 
No.352/173 tanggal 13 Desember 2000 sebanyak 98 (sembilan 
puluh delapan) orang penduduk sipil yang dirampas 
kemerdekaannya atau dirampas kebebasan fisiknya secara 
sewenang-wenang dan sejumlah penduduk sipil tersebut 
mengalami memar dan luka-luka pada bagian kepala, muka 
kaki, tangan dan badan berdasarkan keterangan para saksi 
korban yang dikuatkan dengan kesaksian dr. Markus L. 
Sinaga, dr. Evi Toriki dan dr. Widi Budianto; 
 Telah membuktikan terjadinya kejahatan terhadap 
kemanusiaan, yakni adanya penyerangan yang dilakukan oleh 
pasukan Mapolres Jayapura dan Mapolsek Abepura bawahan 
terdakwa, dengan cara kekerasan terhadap penduduk sipil 
secara meluas dengan bukti terjadinya pembunuhan sejumlah 
penduduk sipil dirampas kemerdekaannya atau dirampas 
kebebasan fisiknya secara sewenang-wenang dan disiksa 
tersebar yakni di Asrama NINMIN, asrama IMI, asrama Yawa, 
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pemukiman di jalan Baru Kotaraja, pemukiman di Abepantai 
dan pemukiman di Skyline, yang merupakan satu rangkaian 
perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai 
kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang 
berhubungan dengan organisasi.  
Kemudian dengan terungkapnya fakta-fakta hukum berupa :  
a) Adanya pasukan yang digerakkan dari Markas Kepolisian 
Resort Jayapura dan dari Markas Kepolisian Resort 
Jayapura ke Markas Kepolisian sektor Abepura pada 
tanggal 7 Desember 2000 dini hari dalam rangka melakukan 
pengejaran dan penangkapan terhadap orang-orang yang 
diduga melakukan penyerangan Mapolsek Abepura; 
b) Pasukan yang melakukan pengejaran dan penangkapan 
tersebut dilengkapi dengan senjata dan amunisi peluru 
hampa, peluru karet dan peluru tajam; 
c) Dalam pengejaran, penangkapan dan penahanan tersebut 
ditemukan 2 (dua) orang penduduk sipil meninggal dunia 
yakni atas nama Ori Dronggi dan Joni Karunggu, masing-
masing berdasarkan visum et repertum No.353/175 dan 
No.352/173 tanggal 13 Desember 2000 sebanyak 98 
(sembilan puluh delapan) orang penduduk sipil yang 
dirampas kemerdekaannya atau dirampas kebebasan 
fisiknya secara sewenang-wenang dan sejumlah penduduk 
sipil tersebut mengalami memar dan luka-luka pada bagian 
kepala, muka kaki, tangan dan badan berdasarkan 
keterangan para saksi korban yang dikuatkan dengan 
kesaksian dr. Markus L. Sinaga, dr. Evi Toriki dan dr. Widi 
Budianto; 
d) Pasukan tersebut adalah bawahan terdakwa secara dejure 
berdasarkan SK. Kapolri nomor: Skep/1045/IX/1999 
tanggal 13 September 1999 sebagai Kepala Kepolisian 
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Resort Jayapura dan Mapolsek Abepura pada waktu 
bawahan terdakwa melakukan pengejaran, penangkapan dan 
penahanan; 
e) Tidak adanya pelaporan dari bawahan terdakwa kepada 
terdakwa selaku Kapolres Jayapura tentang pelaksanaan 
tugas melakukan pengejaran, penangkapan dan penahanan, 
jumlah orang yang ditangkap dan ditahan, keadaan orang 
(penduduk sipil) yang ditangkap dan ditahan, berapa senjata 
dan amunisi yang digunakan (khususnya peluru tajam) pada 
waktu dilakukan pengejaran, penangkapan dan penahanan; 
f) Tidak ditemukan adanya upaya terdakwa untuk melakukan 
pencegahan pada saat terjadinya pengejaran, penangkapan 
dan penahanan yang dilakukan oleh bawahannya yang 
mengakibatkan kematian 2 (dua) orang penduduk sipil, 
sejumlah penduduk sipil dirampas kemerdekaannya dan 
menderita luka-luka, demikian pula setelah kejadian 
tersebut tidak ditemukan adanya upaya dari terdakwa untuk 
menyerahkan bawahannya itu kepada pejabat yang 
berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan.  
  Membuktikan bahwa terdakwa selaku Kapolres 
Jayapura atau sebagai seorang atasan Polisi mempunyai 
bawahan yang berada dibawah kekuasaan dan pengendalian 
yang efektif, sehingga harus bertanggung jawab secara 
pidana dan individual terhadap bawahannya yang telah 
melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa 
pembunuhan, perampasan kemerdekaan dan penyiksaan 
tersebut; 
  Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan 
tersebut di atas Penuntut Umum Ad Hoc berpendapat, 
bahwa Majelis Hakim seharusnya menyatakan “terdakwa 
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Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing, SH. Terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan 
terhadap kemanusiaan” sebagaimana  yang didakwakan 




     7. PEMBAHASAN  
  Terdakwa yaitu Kombes Polisi Drs. Daud Sihombing, SH mengajukan 
kasasi dengan alasan yaitu adanya “ peraturan hukum yang tidak diterapkan 
atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya “. Hal ini sesuai dalam Pasal 
253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam hal ini Majelis Hakim terdapat 
kekeliruan dalam menafsirkan “kejahatan kemanusiaan” sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang yang Nomor 26 tahun 2000 tentang 
peradilan hak asasi manusia yang didakwakan kepada terdakwa Kombes 
Polisi Drs. Daud Sihombing, SH. 
Pasal 9 berbunyi: 
 “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf  b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian 
dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa 
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil; 
penjelasan Pasal 9 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "serangan 
yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil “ adalah suatu 
rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai 
kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan 
organisasi;   
   
 Menurut (M. Yahya Harahap 1988;1101), ada tiga tujuan utama dari lembaga 
upaya hukum kasasi, yaitu : 
1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan 
Kasasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan 
hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya 
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serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan 
undang-undang. 
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru 
Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan 
kasasi, adakalanya tindakan koreksi  itu sekaligus menciptakan kaidah hukum 
baru dalam bentuk yurisprudensi. Hal demikian dikenal dengan istilah “judge 
making law”.  Mahkamah Agung menciptakan hukum baru guna mengisi 
kekosongan hukum maupun dalam rangka mensejajarkan kebutuhan pesatnya 
perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Kehidupan peradilan di 
Indonesia memang tidak menganut prinsip precedent, yaitu prinsip yang 
mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai 
peradilan kasasi. Dalam prakteknya, putusan Mahkamah Agung selalu dijadikan 
pedoman atau panutan. Setiap penyimpangan dari yurisprudensi, sudah pasti 
akan kembali diluruskan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Dengan 
demikian secara psikologis pengadilan bawahan dalam mengambil putusan akan 
selalu cenderung mengkikuti dan mendekati putusan Mahkamah Agung. 
3.Pengawasan terciptanya keseragam penerapan hukum 
Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi dimaksudkan untuk mewujudkan kesadaran 
keseragaman penerapan hukum. Dengan adanya keputusan kasasi yang 
menciptakan yurisprudensi, sedikit banyak akan mengarahkan keseragaman 
pandangan dan titik tolak dalam penerapan hukum. Dengan adanya upaya 
hukum kasasi dapat dihindari adanya kesewenang-wenangan dan 
penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda oleh  kebebasan 
kedudukan yang dimilikinya. 
 
B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN 
MEMUTUS PERKARA KASASI PELANGGARAN HAM BERAT 
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 
1.  PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ALASAN KASASI   
Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan kasasi tersebut Pembaca I 
: H. Dirwoto, SH. berpendapat sebagai berikut :  
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Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh 
karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya; Dari 
rangkaian peristiwa yang terjadi, tindakan yang dilakukan oleh bawahan 
Terdakwa bukanlah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 
berat. Tindakan yang dilakukan bawahan Terdakwa berupa pengejaran, 
penangkapan dan penahanan merupakan tindakan Kepolisian dalam 
rangka pengamanan dari situasi penyerangan Polsek Abepura yang 
dilakukan oleh sekelompok masyarakat ; 
      Sedangkan adanya korban-korban yang jatuh dalam pengejaran, 
penangkapan dan penahanan bukanlah merupakan pelanggaran Hak Asasi 
Manusia, hal tersebut merupakan akses dari emosi para bawahan 
Terdakwa yang berlebihan. Sehingga tindakan para bawahan Terdakwa 
merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara individu 
dan merupakan kompentensi peradilan pidana biasa ; 
       Oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukan oleh para bawahannya, sehingga Terdakwa tidak 
terbukti telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ; 
       Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan 
bahwa putusan Judex Factie bukan merupakan pembebasan yang murni 
dan telah ternyata tidak terdapat adanya penyalahgunaan wewenang oleh 
Judex Factie, maka permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus 
dinyatakan tidak dapat diterima; 
Menimbang bahwa tentang keberatan-keberatan Kasasi tersebut, 
Pembaca II :  Dr. H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH. M. CJ., 
berpendapat sebagai berikut : Bahwa keberatan-keberatan tersebut, tidak 
dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie telah dengan tepat 
mempertimbangkan bahwa unsur-unsur kejahatan kemanusiaan seperti 
yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua tidak terbukti ; 
       Bahwa dengan dasar pertimbangan di atas, Judex Factie telah tepat 
pula mempertimbangkan bahwa tidak terbukti adanya kebijakan (Policy) 
POLRI cq. Terdakwa selaku Dansat Brimob Papua di Jayapura untuk 
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melakukan kejahatan kemanusiaan dengan cara membiarkan bawahannya 
melakukan kejahatan kemanusiaan ; 
       Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pasukan Brimob dan anggota 
Polres merupakan pelaksanaan perintah yang syah sebagai tindakan reaktif 
dan spontan yang tidak direncanakan sebelumnya dalam rangka 
pengamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Abepura sehubungan 
dengan terjadinya tindakan-tindakan kriminal dari para pengacau yang 
didatangi kaum separatis, yang melakukan penyerangan, pembunuhan dan 
pembakaran Polsek Abepura, ruko-ruko dan Gedung Otonomi Propinsi 
Papua di Abepura yang mengakibatkan korban seorang anggota Polsek 
Abepura dan seorang Satpam meninggal, sedang beberapa anggota Polsek 
lainnya luka-luka, disamping kerugian material yang besar ; 
            Bahwa pasukan Brimob yang didatangkan untuk mengamankan 
Abepura telah diserang pula sehingga mengakibatkan seorang meninggal 
dunia dan seorang lainnya (supir) luka-luka; 
      Bahwa tindakan kriminal mana telah mengakibatkan keresahan warga 
di wilayah Papua umumnya dan di Abepura khususnya dan kalau tidak 
ditindak tegas dikhawatirkan akan meluas keberbagai tempat lainnya; 
       Bahwa adanya sejumlah korban yang luka-luka dan dua orang 
meninggal dari pihak tersangka yang terjadi waktu diadakan pengejaran, 
penangkapan dan pemeriksaan disebabkan adanya perlawanan dan usaha 
untuk melarikan diri ; 
      Bahwa tindakan pengejaran dan penangkapan dilakukan dalam 
keadaan mendesak sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh pasukan 
Brimob dan Polsek Abepura setelah adanya laporan dan permintaan 
bantuan dari Mezhak Kareni anggota Polsek Abepura yang mendeerita 
luka-luka parah akibat serangan terhadap Polsek tersebut, agar mereka 
yang disangka melakukan tindakan kriminal itu tidak melarikan diri untuk 
ditangkap dan diusut serta tidak menghilangkan barang bukti ; 
      Bahwa terjadi ekses tindakan terhadap para tersangka dari aparat Polri 
sehubungan dengan adanya anggota Polri yang meninggal dan luka-luka 
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waktu dilakukan tindakan Kepolisian tersebut merupakan tanggung jawab 
oknum yang bersangkutan oleh karena telah melanggar prosedur yang 
telah ditetapkan (protap) dan bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa ; 
       Bahwa terjadinya akses tindakan tersebut tidak menjadikan perbuatan 
itu menjadi kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 ;  
Bahwa bagi para pelanggar oleh Polri telah diberikan hukuman disiplin ; 
      Bahwa penyerangan terhadap aparat keamanan dan pembakaran 
markas Polsek Abepura, ruko-ruko dan kantor pemerintah merupakan 
kejahatan yang sangat serius oleh karena para aparat Polri tersebut justru 
mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dan 
masyarakat setempat dari segala bentuk gangguan, yang dapat menganggu 
kedaulatan Negara Indonesia ; 
      Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sudah merupakan kewajiban Terdakwa selaku Dansat Brimob Polda Papua 
di Jayapura untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dan 
wajar sesuai dengan kewenangannya sehubungan dengan adanya serangan 
tersebut demi untuk memulihkan dan menciptakan keamanan dan 
ketertiban di wilayah hukumnya ; 
      Bahwa tidak berkelebihan untuk dipertimbangkan pula disini bahwa 
berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, sistematik berhubungan 
dengan pola tingkat laku (patern of conduct) atau rencana yang terinci 
(methodical plan), yaitu menurut rencana yang telah dipersiapkan 
sebelumnya secara matang dan sungguh-sungguh dan bahwa para pelaku 
harus menyadari bahwa tindakannya itu merupakan kelanjutan dari 
kebijakan penguasa atau organisasi (lihat penjelasan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 ) ; 
       Bahwa serangan sistematik memprasyaratkan bahwa “Negara atau 
organisasi tersebut secara aktif menggalakkan atau mempromosikan 
(promote) atau memprovokasikan (provoke) timbulnya serangan semacam 
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itu terhadap sekelompok penduduk sipil “ (lihat Pasal 7 butir 3 Elements of 
Crimes dari Statuta International Criminal Court) ; 
       Bahwa meluas berhubungan dengan adanya korban, yaitu harus 
bersifat masal (massive) berulangkali (frequent), tindakan dalam skala 
besar (large scale action), dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh 
(carried out collectively with considerable seriosness) dan ditujukan 
terhadap sejumlah korban penduduk sipil (directed against a multiplicity 
of victims) ; 
       Bahwa unsur-unsur tersebut telah dengan tepat dipertimbangkan oleh 
Judex Factie tidak terbukti, oleh karena merupakan tindakan Kepolisian 
yang bersifat reaktif dan spontan yang tidak direncanakan secara 
sistematik atau meluas sebelumnya ; 
       Bahwa pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International 
Crmininal Court) dilatar belakangi peristiwa-peristiwa luar biasa waktu 
Perang Dunia II yaitu dengan terjadinya beraneka-ragam kejahatan 
kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida yang menelan korban 
meninggal sekitar 60 juta orang disamping yang luka-luka dan kerugian 
material yang luar biasa ; 
       Bahwa Perang Dunia II itu meletus dengan adanya kebijakan (Policy) 
rezim Pemerintahan Jerman yang dipimpin Adolf Hitler yang didukung 
Organisasi NAZI dan seketunya untuk mengkopasi dan menganeksasi 
sejumlah Negara Eropa dan bahkan Rusia yang dianggap musuh Jerman ; 
      Bahwa setelah Perang Dunia II usai, peradilan bagi tokoh-tokoh 
penting Jerman dilakukan oleh Pengadilan Militer Internasional 
(International Military Tribunal) di Nuremburg ; 
      Bahwa Perang Dunia II di kawasan Pasific dan Asia dicetuskan dengan 
adanya kebijakan Pemerintah Jepang untuk menyerang Pearl Harbour dan 
beberapa Negara di kawasan Asia dan Asia Tenggara ; 
      Bahwa setelah Perang Dunia II usai, peradilan bagi tokoh-tokoh 
penting Jepang dilakukan oleh Pengadilan Militer Internasional untuk 
Timur Jauh (International Military Tribunal for Far East) di Tokyo ; 
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      Bahwa,kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida yang 
terjadi di Rwanda (1994) yang menewaskan hampir satu juta manusia 
yang diadili oleh International Criminal Tribunal for Rwanda terjadi oleh 
karena adanya kebijakan (Policy) dari Pemerintah Rwanda dari suku Hutu 
yang dilaksanakan oleh aparatnya untuk menghabisi etnis Tutsi (lihat kaus 
Akeyashu dan Kambanda) ; 
      Bahwa kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida yang 
terjadi di bekas Negara Yugoslavia (1991) yang menewaskan hampir 800 
ribu orang yang diadili oleh International Criminal Tribunal for Former 
Yugoslavia, terjadi oleh karena adanya kebijakan (Policy) dari Pemerintah 
Serbia, antara lain, untuk mengusir dan menghabisi golongan Muslim 
Bosnia (lihat kasus General Mlaldi yang membatai sekitar 8.000 orang 
sipil Muslim di daerah aman Srebenica) ; 
       Bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Rwanda dan bekas Negara 
Yugoslavia tersebut telah melengkapi penyusunan pasal-pasal dalam 
statuta Roma tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang 
lebih komprehensif yang kemudian disetujui sebagian besar negara peserta 
pada tahun 1998 di Roma ; 
       Bahwa oleh karena putusan Judex Factie adalah putusan bebas murni 
(vrijspraak), maka sesuai dengan Pasal 244 KUHAP permohonan Kasasi 
Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 
       Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Kasasi tersebut. 
Pembaca III  Sakir Adiwinata, SH., berpendapat sebagai berikut : 
      Bahwa dari rangkaian peristiwa yang dilakukan anggota polres 
merupakan tindakan pengamanan yang merupakan kewajiban polri secara 
hukum sesuai dengan tugasnya yaitu mengamankan Negara Republik 
Indonesia.  
Adapun terdapat akses terhadap tindakan tersebut adalah merupakan 
tindakan tindakan reaktif dan spontan, atas tindakan dari para pengacau yang 
didatangi oleh separatis dengan tindakan kriminal berupa penyerangan, 
 lxxxvii 
pembunuhan, pembakaran kantor Abepura, ruko gedung otonomi propinsi di 
Abepura, sehingga anggota polres dan seorang satpam meninggal; 
Bahwa pengejaran, penangkapan, pencabutan kemerdekaan, 
penganiayaan terhadap oknum pengacau seperti telah dipertimbangkan 
dalam putusan pertama bukan merupakan atau tidak dapat dikategorikan 
pada pelanggaran HAM yang berat melainkan termasuk pada kriminal biasa 
yang merupakan tanggung jawab pribadi-pribadi sehingga tidak dapat 
dipertanggung jawabkan pada atasannya yaitu terdakwa;  
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan 
pemohon kasasi atau jaksa penuntut umum tersebut Pembaca IV H. Tomi 
Boestomi, SH. Pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :  
Bahwa putusan perkara No. 02/Pid.HAM/ABEPURA/02/2004/PN.Mks 
tanggal 9 September 2005 yang dimohonkan kasasi adalah putusan yang adil 
dan sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku, karena putusan tersebut 
telah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar dan tidak 
melanggar ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 30 undang-undang 
nomor 5 tahun 2004), yaitu :  
a)   Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan; 
b)   Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 
c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 
putusan yang bersangkutan;  
bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan sebagaimana telah 
diuraikan dalam putusan pengadilan a quo yang didasarkan pada alat bukti 
keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan ahli dan 
dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain ternyata tidak terdapat bukti 
yang mendukung peristiwa pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan, 
dalam arti bebasnya terdakwa adalah bebasnya terdakwa adalah karena tidak 
adanya alat bukti yang membuktikan tindak pidana yang didakwakan;  
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 bahwa terhadap dakwaan yang tidak terbukti maka dengan terdakwa 
haruslah diberikan putusan bebas sesuai dengan ketentuan Pasal 190 ayat (1) 
KUHAP;  
bahwa ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan perkara a quo 
adalah nyata dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan, maka 
putusan bebas (vrijspraak) yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara a quo 
terhadap terdakwa adalah kualifikasi bebas murni (vrijspraak) berbeda 
halnya dengan ketentuan dalam HIR yang membedakan dalam HIR antara 
bebas murni yaitu bebas dari segala tuntutan hukum dan bebas dari segala 
hukuman dengan putusan ontslag yaitu putusan yang membebaskan 
terdakwa dari hukuman dikarenakan perkara yang didakwakan terbukti 
tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana. 
Sedangkan dalam KUHAP tidak membedakan putusan vrijspraak dengan 
putusan ontslag, tetapi membedakan putusan bebas dengan putusan lepas 
dari segala tuntutan hukum (vide Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP).  
Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan 
putusan pengadilan a quo yang dengan tegas menyatakan bahwa terdakwa 
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana dan didakwakan, maka putusan pengadilan a quo yang menyatakan 
terdakwa bebas murni dalam vrijspraak adalah sudah tepat menurut hukum; 
Perlu dipertimbangkan bahwa sebagaimana telah berulangkali telah 
dikemukakan dalam pledoi dan tanggapan dari terdakwa (mohon dianggap 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontra memori kasasi ini) 
bahwa tidak ada alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam 
persidangan a quo yang dapat membuktikan kesalahan dari terdakwa; 
Bahwa dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam 
memori kasasi a quo, adalah merupakan dalil-dalil keberatan yang sudah 
pernah diajukan oleh pemohon kasasi di dalam persidangan sebelumnya, 
namun keberatan-keberatan tersebut tetap diajukan di dalam pemeriksaan 
tingkat kasasi sebagai instansi atau pemeriksa tingkat ketiga (quo non), oleh 
karenanya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum 
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yang berlaku, pemeriksaan mengenai fakta-fakta dan hukum berakhir pada 
tingkat banding, sehingga pemeriksaan kasasi bukan merupakan judex facti 
lagi namun sudah merupakan pemeriksaan terhadap judex juris;  
Tentang Kekeliruan Penafsiran Undang-Undang  
1. Bahwa pada halaman 3 memori kasasi, Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc 
menyatakan bahwa Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan tentang 
“kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 9 
undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan hak asasi 
manusia; 
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kesalahan dalam penerapan 
peristilahan undang-undang tidaklah menjadi alasan yang memberi hak 
kepada Jaksa penuntut umum Ad Hoc untuk mengajukan kasasi, karena 
penafsiran demi penafsiran terhadap ketentuan undang-undang menjadi 
tidak berarti apabila dakwaan itu sendiri tidak dapat dibuktikan;  
3. Bahwa seharusnya membahas tentang penerapan istilah hukum menjadi 
relevan hanya apabila Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc telah membuktikan 
peristiwa pidana (strafbaarfeit) yang ada dalam dakwaan, adalah 
menjadi hal yang janggal apabila jaksa penuntut umum Ad Hoc 
mempermasalahkan penerapan istilah hukum dalam undang-undang 
sementara terhadap pembuktian tidak pernah dibahas dalam memori 
kasasi, dengan demikian memori kasasi jaksa penuntut umum ad hoc 
haruslah ditolak dan dikesampingkan; 
4. Bahwa  inti dari putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo 
adalah tentang bebasnya terdakwa dikarenakan tidak terbuktinya apa 
yang didakwakan, maka dengan hal demikian seharusnya jaksa penuntut 
umum ad hoc tidak mempermasalahkan mengenai penerapan hukum 
meteriil dan istilah-istilah yang ada didalamnya melainkan 
mempermasalahkan bahwa dakwaannya telah terbukti, karena putusan 
dimaksud jaksa penuntut umum ad hoc tidak terbukti, sehingga dengan 
demikian apa yang dipermasalahkan jaksa penuntut umum ad hoc dalam 
memori kasasinya justru tidak menyinggung hal-hal yang menjadi pokok 
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persoalan yaitu tentang pembuktian melainkan mempermasalahkan 
penerapan istilah hukum. Menurut hemat kami hal demikian adalah 
sebagai sikap kesenjangan jaksa penuntut umum ad hoc yang tidak 
menerima realita bahwa fakta materiil yang terungkap dipersidangan 
tidak membuktikan terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan, 
bahkan sebaliknya sebagaimana telah berulang kali diekmukakan baik 
dalam pledoi maupun duplik yaitu alat-alat bukti telah cukup 
membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti apa 
yang didakwakan. Atau dengan kata lain, tidak ada alat-alat bukti yang 
dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ad.hoc dalam persidangan ini 
yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa;  
5. Bahwa tidak terdapat kekeliruan pengadilan tingkat pertama tentang 
penerapan unsur “kelanjutan kebijakan penguasa dan kebijakan yang 
berhubungan dengan organisasi”. Perintah wakapolda adalah dalam 
lingkup pelaksanaan tugas yang diatur dan dilindungi oleh peraturan 
perundang-undangan. Sehingga tidak dapat diartikan sebagai bentuk 
kebijakan penguasa dalam rangka melakukan kejahatan terhadap 
kemanusiaan;  
6. Bahwa pengertian tentang kebijakan penguasa yang masuk dalam unsur 
pelanggaran HAM yang berta dapat dilihat pada kasus-kasus; 
a. Dalam kasus Akeyashu, ia sebagai burgomaster (Kepala Daerah) 
Komuna Tabe dianggap bersalah melakukan pelanggaran HAM berat 
karena ia sebagai pemegang otoritas de yure dan de facti di Komuna 
tersebut telah menganjurkan atau melakukan provokasi terhadap 
bawahannya yang berada dalam pengendalian yang efektif, yang 
terdiri dari pegawai negeri (administration), polisi dan gendarme 
(tentara) untuk melakukan kejahatan. Dalam Akeyashu jelas adanya 
kebijakan penguasa; 
b. Status atasan dapat dilihat pula dari ada atau tidaknya “distribusi 
pelaksanaan tugas“ dalam kasus Bosnia Serbia General Nikoli ia 
dipertanggung jawabkan sebagai seorang atasan atas pembunuhan 
 xci
dan perbuatan tidak manusiawi terhadap tanahan di Susica Prisoner 
Camp, oleh karena setiap keutusan untuk secara sistematik 
membunuh atau melakukan kejahatan lainnya dimulai oleh atau 
dilaksanakan dengan persetujuan dia terlebih dahulu. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut ICTY berkesimpulan bahwa General Nikoli 
adalah komandan Kamp tahanan di Susica dimana tahanan secara 
sistematik dibunuh atau diberlakukan tidak manusiawi, oleh sebagian 
setiap putusan dimulai atau disampaikan melalui dia sebelum 
dilaksanakan;  
7.  Bahwa dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam 
memori kasasi a quo, adalah merupakan dalil-dalil keberatan yang sudah 
pernah diajukan oleh pemohon kasasi didalam persidangan sebelumnya, 
namun keberatan-keberatan tersebut tetap diajukan didalam pemeriksaan 
tingkat kasasi, sehingga seolah-olah pemeriksaan kasasi dianggap 
pemohon kasasi sebagai instansi atau pemeriksaan tingkat ketiga (quod 
non), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan 
peraturan hukum yang berlaku, pemeriksaan mengenai fakta-fakta dan 
hukum berakhir pada tingkat banding, sehingga pemeriksaan kasasi 
bukan judex facti namun judex yuris dalam kasasi Mahkamah Agung 
bukan pengadilan tingkat tertinggi (tingkat III), sebab yang dikasasi 
adalah putusan tingkat terakhir (secara fakta atau judex facti);  
8.   Bahwa berdasarkan fakta memori kasasi yang diajukan oleh pemohon 
kasasi adalah memuat dalil-dalil keberatan yang sudah pernah 
dikemukakan oleh pemohon kasasi dalam persidangan sebelumnya, 
maka keberatan-keberatan  yang demikian tidak menunjukkan secara 
hukum mengenai adanya persoalan mengenai adanya pekanggaran 
hukum dalam putusan yang diajukan kasasi tersebut (vide yurisprudensi 
Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1085 K/Sip/1972, tanggal 9 
Mei 1973), oleh karenanya seluruh keberatan yang diajukan oleh 
pemohon kasasi harus ditolak;  
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Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi yang diajukan 
pemohon Kasasi atau jaksa penuntut umum, Ketua Majelis Dr. H. 
Parman Soeparman, SH. MH. Sebagai pembaca V, adalah sependapat 
dengan pembaca I sampai dengan pembaca IV dan setelah 
bermusyawarah Majelis Hakim Agung berpendapat sebagai berikut:  
Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi atau 
jaksa penuntut umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex 
facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenal penilaian hasil 
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, 
keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan 
pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kassasi hanya 
berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan 
hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili 
tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan atau 
pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (undang-undang nomor 8 tahun 
1981).  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan 
bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak 
murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan 
yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat 
tidak murni dari putusan bebas tersebut; 
Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung 
berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa 
putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah 
melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu pemohon kasasi jaksa 
atau penuntut umum Ad Hoc atau pemohon kasasi berdasarkan Pasal 
244 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan 
tidak dapat diterima;  
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Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi jaksa atau penuntut 
umum Ad Hoc dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap 
dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan 
dibebankan kepada Negara;  
         3.   AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
Memperhatikan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 9 huruf h, 
Pasal 37 dan Pasal 40 undang-undang nomor 26 tahun 2000, pasal-pasal 
dari undang-undang nomor 8 tahun 1981, undang-undang nomor 39 




Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon 
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum Ad Hoc. Pada kejaksaan Agung 
Republik Indonesia tersebut;  
Membebankan biaya perkara ini dalam tingkat peradilan kepada 
Negara;  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
Agung pada hari Rabu tanggal KAMIS, TANGGAL 25 JANUARI 
2007 oleh Dr. H. PARMAN SOEPARMAN , SH.,MH., Ketua Muda 
Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung 
sebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO, SH., Hakim Agung pada 
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota, Dr. H. 
EDDY DJUNAEDI KARNASUDIRDJA, SH., MCJ., H. SAKIR 
ADIWINATA, SH., dan H. TOMMY BOESTOMI, SH., masing-
masing sebagai Hakim Agung Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik 
Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum pada hari itu juga oleh Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, 
SH.,MH. Ketua Majelis beserta H. DIRWOTO, SH., Hakim Agung 
sebagai Anggota, Dr. H. EDDY DJUNAEDI KARNASUDIRDJA, 
SH., MCJ., H. SAKIR ADIWINATA, SH., dan H. TOMMY 
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BOESTOMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Agung Ad Hoc pada 
Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing sebagai anggota 
dan dibantu oleh Torowa Daeli, SH.MH., Panitera Pengganti dan tidak 
dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa. 
   4. PEMBAHASAN  
 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi 
perkara pelanggaran HAM berat dengan terdakwa Kombes Polisi Drs. Daud 
Sihombing, SH adalah : 
Dari rangkaian peristiwa yang terjadi, tindakan yang dilakukan oleh 
bawahan Terdakwa bukanlah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang berat. Tindakan yang dilakukan bawahan Terdakwa berupa pengejaran, 
penangkapan dan penahanan merupakan tindakan Kepolisian dalam rangka 
pengamanan dari situasi penyerangan Polsek Abepura yang dilakukan oleh 
sekelompok masyarakat ; 
Sedangkan adanya korban-korban yang jatuh dalam pengejaran, 
penangkapan dan penahanan bukanlah merupakan pelanggaran Hak Asasi 
Manusia, hal tersebut merupakan akses dari emosi para bawahan Terdakwa 
yang berlebihan. Sehingga tindakan para bawahan Terdakwa merupakan 
tindakan yang harus dipertanggung jawabkan secara individu dan merupakan 
kompentensi peradilan pidana biasa ; 
Oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukan oleh para bawahannya, sehingga Terdakwa tidak 
terbukti telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ; 
Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan 
bahwa putusan Judex Factie bukan merupakan pembebasan yang murni dan 
telah ternyata tidak terdapat adanya penyalahgunaan wewenang oleh Judex 
Factie, maka permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan 
tidak dapat diterima ; 
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Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan itu tidak 
dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie telah dengan tepat 
mempertimbangkan bahwa unsur-unsur kejahatan kemanusiaan seperti yang 
didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua tidak terbukti ; 
Bahwa tindakan pengejaran dan penangkapan dilakukan dalam 
keadaan mendesak sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh pasukan Brimob 
dan Polsek Abepura setelah adanya laporan dan permintaan bantuan dari 
anggota Polsek Abepura yang menderita luka-luka parah akibat serangan 
terhadap Polsek tersebut, agar mereka yang disangka melakukan tindakan 
kriminal itu tidak melarikan diri untuk ditangkap dan diusut serta tidak 
menghilangkan barang bukti ; 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah 
merupakan kewajiban Terdakwa selaku Dansat Brimob Polda Papua di 
Jayapura untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dan wajar 
sesuai dengan kewenangannya sehubungan dengan adanya serangan tersebut 
demi untuk memulihkan dan menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah 
hukumnya ; 
Bahwa tidak berkelebihan untuk dipertimbangkan pula disini bahwa 
berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, sistematik berhubungan 
dengan pola tingkat laku (patern of conduct) atau rencana yang terinci 
(methodical plan), yaitu menurut rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya 
secara matang dan sungguh-sungguh dan bahwa para pelaku harus menyadari 
bahwa tindakannya itu merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa atau 
organisasi (lihat penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ) ; 
Bahwa serangan sistematik memprasyaratkan bahwa “Negara atau 
organisasi tersebut secara aktif menggalakkan atau smempromosikan 
(promote) atau memprovokasikan (provoke) timbulnya serangan semacam itu 
terhadap sekelompok penduduk sipil “ (lihat Pasal 7 butir 3 Elements of 
Crimes dari Statuta International Criminal Court) ; 
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Bahwa serangan sistematik memprasyaratkan bahwa “Negara atau 
organisasi tersebut secara aktif menggalakkan/mempromosikan (promote) atau 
memprovokasikan (provoke) timbulnya serangan semacam itu terhadap 
sekelompok penduduk sipil “ (lihat Pasal 7 butir 3 Elements of Crimes dari 
Statuta International Criminal Court) ;  
Bahwa meluas berhubungan dengan adanya korban, yaitu harus 
bersifat masal (massive) berulangkali (frequent), tindakan dalam skala besar 
(large scale action), dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh (carried out 
collectively with considerable seriosness) dan ditujukan terhadap sejumlah 
korban penduduk sipil (directed against a multiplicity of victims) ; 
Bahwa unsur-unsur tersebut telah dengan tepat dipertimbangkan oleh 
Judex Factie tidak terbukti, oleh karena merupakan tindakan Kepolisian yang 
bersifat reaktif dan spontan yang tidak direncanakan secara sistematik atau 
meluas sebelumnya ; 
Bahwa oleh karena putusan Judex Factie adalah putusan bebas murni 
(vrijspraak), maka sesuai dengan Pasal 244 KUHAP permohonan Kasasi 
Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 
Bahwa tindakan dari anggota bawahan Terdakwa bukan merupakan 
pelanggaran terhadap aturan yang diklasifikasikan pada Hak Asasi Manusia 
Berat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ; 
Bahwa keberatan pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan 
karena Judex Factie telah dengan tepat mempertimbangkan bahwa unsur-
unsur kejahatan kemanusiaan seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke satu 
dan ke dua tidak terbukti Bahwa dengan dasar pertimbangan diatas, Judex 
Factie telah tepat mempertimbangkan bahwa tidak terbukti adanya kebijakan 
(Policy) POLRI cq Terdakwa selaku DANSAT BRIMOB PAPUA di 
JAYAPURA untuk melakukan kejahatan kemanusiaan dengan cara 
membiarkan bawahannya melakukan kejahatan kemanusiaan ; 
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Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pasukan BRIMOB dan anggota 
POLRES merupakan pelaksanaan perintah yang syah sebagai tindakan reaktif 
dan spontan yang tidak direncanakan sebelumnya dalam rangka pengamanan 
dan ketertiban masyarakat di wilayah ABEPURA sehubungan dengan 
terjadinya tindakan kriminal dari para pengacau yang didalangi kaum 
separatis, yang melakukan penyerangan, pembunuhan dan pembakaran 
POLSEK ABEPURA, Ruko-ruko dan Gedung Otonomi Propinsi Papua di 
Abepura yang mengakibatkan korban seorang Anggota Polsek Abepura dan 
seorang Satpam meninggal sedang beberapa Anggota Polsek lainnya luka-
luka, disamping kerugian material yang besar ; 
Bisa disimpulkan bahwa karena putusan Judex Factie adalah putusan 
bebas murni (vrijspraak), maka sesuai dengan Pasal 244 KUHAP permohonan 
Kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 
Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa 
Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie 
tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian 
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu 
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena 
pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan 
suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana 
mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum 


















BAB IV  
                                                         PENUTUP  
 
A. Simpulan 
          Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan 
pembahasan, maka Penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :  
1. Alasan pengajuan kasasi terhadap putusan pengadilan HAM Ad Hoc dalam 
perkara pelanggaran HAM berat oleh anggota Polri adalah  bahwa pengadilan 
HAM pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang 
amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan 
peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 253 ayat (1) huruf a 
KUHAP), yakni Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan tentang “kejahatan 
kemanusiaan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 
26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, yang didakwakan kepada 
terdakwa Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing, SH.  
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi 
pelanggaran HAM berat oleh anggota Polri adalah bahwa penyerangan dan 
pembakaran terhadap gedung Pemerintah, aparat Kepolisian dan masyarakat 
adalah merupakan pelanggaran yang serius dan menurunkan wibawa 
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Pemerintah dan akan mengarah pada pecahnya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; Bahwa hal demikian merupakan tugas Polri untuk mengamankan 
masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat, bahwa tindakan Terdakwa 
yang memerintahkan untuk melakukan pengejaran, pengamanan, penertiban 
adalah sesuai dengan tugas Polisi atau sesuai dengan aturan yang berlaku 
adapun akses dalam pengejaran tersebut terdapat orang yang luka, yang mati 
merupakan emosi dari anggota Polri sendiri yang merupakan tanggung jawab 
perorangan bukan merupakan kebijakan dan Pemerintah. Sehingga tindakan 
yang dilakukan oleh bawahan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi, 
tidak dapat dipertanggung jawabkan pada atasan maka aparat bawahan yang 
melakukan tindakan tidak disiplinpun pihak Terdakwa telah memberikan 
hukuman disiplin; Bahwa kami menilai tindakan dari anggota bawahan 
Terdakwa bukan merupakan pelanggaran terhadap aturan yang diklasifikasikan 
pada Hak Asasi Manusia Berat seperti yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 26 tahun 2000 ; Bahwa berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum 
tidak dapat membuktikan putusan tersebut bukan bebas murni. Sehingga 
Kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;  
 
B. SARAN 
1. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, 
dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-
diskriminatif dan berkeadilan. 
2. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman 
terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya peristiwa pidana yang 
dituduhkan kepada terdakwa sehingga hakim diharapkan dapat memberikan 
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